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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW -

NOMOR () TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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. Undang-Undang"

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, menyebutkan bahwa - ketentuan lebih

: lanJut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam

Perafuran Bupati; !

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuaﬁgan Desa;
Undang-Undang Nomor 29 . Tahun 1959
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
1822); .

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); , .
Nomor 15 Tahun ' 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara -Republik Indones1a Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor ‘6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Nomor
5495); :
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6. Undang-Undang. Nomor " 23 Tahun 2014 tentang;
Pemerintahan - Daerah’ '(Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor.5587) sebagaimana telah
diubah bebelapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015: Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 'tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ' 88,
. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
' tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan *‘Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

' Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017,

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tghun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
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16.Peraturan Daerah Kabupaten Belaang Mongondow Nomor 6
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2007 Nomor 16);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
11 Tahun 2010 tentang Pajak, Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
16 Tahun 2016 tentang Anggarah Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2017, : :

19.Peraturan Bupati .Bolaang' Mongondow Nomor 58 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2017.

' MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG IPEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN' DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. .

Camat adalah Perangkat Daerah sebagai fungsi

. koordinator pelaksanaan seluruh tugas Pemerintahan, -

Pembangunan dan  Kemasyarakatan di  wilayah
Kecamatan. R Lo

5. Desa afdalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan. nama lain, selanjutnya 'disebut. Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan merigurus urusan
pemerintahan, kepentingan - masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. _

6. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
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10.

11.

13.
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16.

17.

18.
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14.

15.

19.

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara. '

Angaran Pendapatan dan BelanJa Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa selama 1 (satu) Tahun.

Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat
RPD adalah dokumen perencanaan penggunaan alokasi
dana desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana Desa adalah. dana yang' bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer’ melalui Anggaran Pendapatan dan .

Belanja Daérahl - Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan . kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi' Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah
Dana Perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah: setelah dikurangi Dana
Alokasi' Khusus.

Pajak Daerah adalah iuran 'wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

-atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan :
Kelompok - transfer adalah dana yang bersurriber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran
' Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. '

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau
Kuasa' Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah Sangadi yang karena,jabatanya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan -Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
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. 20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

- 30.

31.

yang membantu , Sangadi’ untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. :
Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan Desa.

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah Tim dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas melaksanakan
pengadaan Barang/Jasa.

Pemeriksa Barang adalah unsur Perangkat Desa yang
bertugas memeriksa setiap pembeélian barang.

Rukun Warga yang selanjunya disingkat RW adalah
bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga
yang dibentuk melalui ‘'musyawarah pengurus Rukun
Tetangga di wilayah Kerjanya.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk melalii musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan - pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. '

Kader Pemberdayaan Médsyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat KPMD adalah Warga Desa terpilih yang
membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa..

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening temjpat penyimpanan uang Negara
yang ditentukan oleh Meénteri selaku Bendahara Umum
Negara untuk -menarnpung. seluruh penerimaan Negara
dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank
Sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah, Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang'
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang
.rnenampung seluruh pengeluaran desa pada Bank yang
ditetapkan.
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33.

34.
»' 35.
- 36.

37.
38.

39.

40.

| , 42,

. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang
.akan diterima oleh setiap Desa, dlhltung dengan cara -

membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa
dengan.jumlah Desa secara nasional.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa -adalah uang yang dlkeluarkan dari
APBDes melalui rekening kas Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan
Desa dengan Belanja Desa.

Sisa lebih perhitungan’ Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan ' pengeluaran Anggaran selama satu periode
Anggaran. ,

Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat
IKK, adalah indeks yang mencérminkan. tingkat
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar
daerah.

Indeks Kesulitan Gedgrafis Desa, yang selanjutnya
disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah
yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa.

Belanja Desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang
tidak bisa ditarik kembali.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima Lkembali; baik pa{ia tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-ta‘hun anggaran
berikutnya. '

Peraturan Desa adalah' peraturan perundang undangan
yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

‘Pasa1'2 3 !

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partispatif serta dilakukan dengan tertib anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa.l (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

\“‘,

L

‘Z}_ .




b

B

(1)

| BAB III ,
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Sangadi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

sebagaimana pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,

Menetapkan PTPKD;

Menetapkan TPK;

Menetapkan Pemeriksa Barang,

Menetapkan KPMD;

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas Kkegiatan yang d1tetapkan dalam

APBDesa; dan

. Melakukan tlndakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

Sangadi dalam melaksanakan pengelolaan keuargan desa dibantu oleh

PTPKD.

T RToe 0o

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dar1 unsur
Perangkat Desa, terdiri dari : ~

a. Sekretaris Desa,;

b. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
c. Bendahara. : :
PTPKD sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Sangadi. o

KPMD sebagaimana, dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan biaya
operasional berdasarkan kinerja.

Pasal 5

SeKretaris Desa sebagaifmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

bertindak selaku koordmator pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

vDeSa * ' ’

Sekretaris Desa selaku Koordinator' Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan
APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggung]awaban pelaksanaan APBDesa;
dan

e. Melakukan ver1f1kas1 terhadap bukti-bukti penerimaan’ dan
pengeluaran.APBDesa. ’

Pasal 6

.

Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b bertindak sebagal pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya.

Kepala: Seks1/ Kepala Urusan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya, , ] ‘

‘2




%

"

n

»

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama ‘Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di,dalam APBDesa;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan; .

d. Mengendalikan pelaksanaan keglatan

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Sangadi;
dan

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan. »

Pasal 7

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat -
oleh staf pada Urusan Keuangan. '
Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
diimplementasikan, maka bendahara ditetapkan oleh Sangadi melalui
Musyawarah Desa.,
Bendahara sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan  desa  dan
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Pasal 8 ,
PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi insentif
dengan pembagian sebagai berikut': '
a. Koordinator maksimal Rp. 250.000 (dua ratus, hma puluh ribu rupiah)
per bulan;
b. Pelaksana Teknis rnaksxmal Rp. 200.000 (dua ratus r1bu rupiah) per
bulan; dan -
c. Bendahara Desa maksimal Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari 30 % (tiga
puluh  perseratus) dari Belanja operasional - Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. ; b

BAB IV
PENYALURAN
Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 9

Pertyaluran Dana Desa'dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya d1lakukan pemindahbukuan dari
RKUD ke RKD. .

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% {enam puluh per seratus) dan
b. Tahap lI, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pahng lambat pada minggu kedua
bulan yang bersangkutan,

Penyaluran Dana Desa dari RKUD' ke RKD dilakukan paling Iambat 7
(tuJuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
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Penyaluran Dana’ Desa, ADD dan Dana ,Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari RKUD ke RKD

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa,. ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari RKUD ke RKD dilaksanakan dleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana’ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari RKUDke RKD Tahap I dilakukan setelah :

a. Surat Keterangan hasil evaluaS1 Camat tentang Peraturan Desa
tentang APBDesa; -

b. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; dan

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran
sebelumnya. :

(3) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari RKUD ke RKD Tahap Il dilakukan setelah :

a. Sangadi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan
ADD Tahap | kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta tembusannya disampaikan kepada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; :

b. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; dan

c. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen

. pertanggungjawaban telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat

Kecamatan, '

R (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf b dan ayat (3)
huruf b dikeluarkan, setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan
dari Inspektorat,

(5) Contoh Surat Keterangan Evaluasi Camat dan Surat Keterangan Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) ‘huruf b
terlampir. ' ,

(6) Sangadi menyampaikén peraturein Desa tentang APBDes dan laporan
realisasi kepada Bupat1 melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan
Maret.

(7) Sangadi wajib rnernasukan seluruh sahnan dokumen yang dievaluasi dan
diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan di Kantor camat.

J Pasal 11

‘ (1) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, menunjukkan minimal Dana Desa, ADD dan Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I telah d1gunakan sebesar 50%
(lima puluh per seratus).

(2) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Dang Desa, ADD dan Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepadé Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(3) Laporan penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

laporan penggunaan Dana Desa semester 1.
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o Pasal 12,

(1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Badgi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan.sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan
layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai
penarikan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari RKD melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13 |

(1) Bupati menyampaikan lapéran realisasi penyalyran “dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa setiap tahun. kepada Menteri Keuangan Caq.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dan Gubernur Sulawesi Utara.

(2) Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
minggu keempat bulan Maret tahun anggdran berikutnya. :

(3) Laporan Realisasi Penyaluran dan f{onsoli‘dasi penggunaan Dana Desa
Sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) menjadi- syarat penyaluran Dana
Desa dari RKUN ke RKUD Tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB YV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program -

dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. '
(2) Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Pemeriritahan Desa,
b. Penyelenggaran Pembangunan Desa,
c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan" -
d. Pemberdayaan Masyarakat;

(3) Prioritas penggunaaan Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat' (2),
dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik
atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa '
Pasal 15
Prioritas. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1)

digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan késeJahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup
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manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan. pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. Lingkungan Pemukiman;
2. Transportasi,
3. Energi; dan
4. Informasi dan Komunikasi.
b. Pengddaan, pembangunah, pengembangan dan pemehharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1, Kesehatan Masyarakat; dan
2. Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi : !
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2.Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. Usaha ekonomi’ berskala produktlf lainnya yang difokuskan K pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan ‘yang meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran.

L]

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

14

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,

2. Penanganan bencana alam,;

3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan .

4, Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa. . ’

+

v
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Pasdl 16 ' '

Desa dalam perencanaan program dan keglatan Jpembangunan Desa yang
dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
a. Desa Tertinggal dan/atay Desa Sangat Tertinggal mempmorltaskan kegiatan
pembangunan Desa pada :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemellharaan sarana
prasarana dasar; dan
2. Pembangunan, pengembangan dan pemelihafaan sarana prasarana
ekonomi - serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang
diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan

satu Desa satu produk unggulan.
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan perasaran
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang .difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya




@

mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa ‘terhadap pelayanan,
sosial dasar dan lingkungan.
c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskari kegiatan
pembangunan pada :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemehharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana - sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

»n

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17
Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaams Masyarakat Desa yang dltujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa'dengan mendayagunakan potensi
dan sumberdayanya sendiri, sehingga Desa dapat. mengh1dup1 dirinya secara
mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang' diprioritaskan

. meliputi antara lain : !

’ a. Peningkatan  partisipasi rnasyarakat dalam' proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa,;

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

. Pengembangan sistem informasi Desa, ,
Dukungan pengelolaan kegiatan ' pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, Lkesehatan, pemberdayaan perémpuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas; . ’

f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan h1c1up,

g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana

alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktlf yang

dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya,

j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan, kerjasama Desa dengan pihak

ketiga; dan v

k. Bidang kegiatan pemberdayaari masyarakat Desa lainnya  yang sesuai

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

L))
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Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dibiayai dari Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
a pemberdayaan masyarakat Desa untuk mennt1s Lumbung Ekonomi Desa

yang mel1put1

o
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1. Pembentukan usaha ekonoml warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa
Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan; dan

2. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.

. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masya.rakat

Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : :

1. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompokdan BUMDesa/BUMDesa
Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi.- usaha ekonomi pertanian berskala’
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi
lainnya yang dlfokuskan kepada kebljakan satu ‘Desa satu ‘produk
unggulan;

2. peningkatan kuahtas dan kuantitas tenaga ' kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa; dan

.Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi

Desa yang meliputi :

1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi . warga/kelompok. : dan
BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan; -

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan d1 Desa;

3. Peningkatan kualitds dan kuantitas tenagakerja ahli di Desa

4. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup
bagi masyarakat Desa,;

. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang

maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan

Jaring Kémunitas Wira Desa yang meliputi |

1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan .dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas; /

2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

3. Pengelolaan Kkesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan
bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam
mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan

S. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis dan berkeadilan sosial. A

. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang

maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan ‘mengembangkan

Lingkar Budaya Desa yang meliputi :

1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan
peraturan hukum di Desa;

2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk
mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan

3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

‘
A
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- BAB VI

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
- DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Mekanisme penetapan prioritas.penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi |
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah 'bagian dari perencanaan

(1)

© pembangunan Desa.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah untuk prioritas bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Desa
yang disepakati.dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi acuan bag1 penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
dan APBDesa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bag1 Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana -
Kerja Pemerintah Desa. .
Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu
indikatif Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud-dalam ayat (3).

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Desa.

Pasal I21

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa
untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa
menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). .

Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lampiran tentang Pedoman Umum Rencana Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 41 dan Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 22
Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas
masyarakat dilaksanakan oleh TPK.
Jumlah personil TPK disesuaikan dengan keg1atan pembangunan sarana
prasarana dan penmgkatan kapasitas masyarakat yang ditetapkan dalam
APBDesa.
TPK sebaga]mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Sangadi melalui hasil Musyawarah Desa. !
.14 b S
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TPK sebagalmana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur LPM dan

perangkat desa yang tidak termasuk dalam PTPKD.

TPK dalam melaksanakan Pembangunar Desa bertugas

a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa di
Desa pada tempat-tempat strategis;

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan' data

harga pasar setémpat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut

dengan memperhitungkan tarif angkut penigambilan atas barang/jasa
yang akan diadakan; ‘

Menetapkan spesifikasi teknis barang/ Jasa,

Khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana Kkerja

sederhana/ sketsa; '

Menetapkan penyedia Barang/ jasa;

Membuat rancangan Surat Perjanjian

Menandatangani Surat Perjanjian;

. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan

Barang/Jasa;

Mengelola dan melaksanakan keg1atan pembangunan sarana
prasarana dan peningkatan kapasitas secara transparan dan
melibatkan masyarakat .sesuai bidang tugas yang dilaksanakan,;

J Menyampalkan lapgran pertanggung]awaban dalam musyawarah desa
sesuai tahapan pencairan yang diselenggarkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa, .

k. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasﬂ
pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita
Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan; dan

1. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset kegiatan sarana
prasarana dan peningkatan kapasitas.

o0
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Pasal 23

- Dalam melaksanakan tugasnya, TPK diberi operasional paling banyak 3% (tiga

per seratus) dari total biaya:pelaksanaan pembangunan per paket kegiatan

sarana prasarana dan peningkatan kapas1tas sesuai dengan sumber daya di
Desa. :

BAB VI
APBDesa -

Pasal 24

APBDesa, terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RKP Desa tahunan
yang telah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah desa dan
merupakan penjabaran dari RPJMDesa. :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis,

Pembiayaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
’ 1 ' '

04




”»

n

(1)

(2)
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Bagian Kesatu

Pendapatan ,
Pasal 25

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf
a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahum anggaran yang tidak perlu
dibayar kemball oleh desa.

Pendapatan Desa sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri
atas kelompok: :
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Peﬁdapatan Transfer; dan -

c. Pendapatan lain-lain.

Kelompok PADesa sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terd1r1
atas jenis : . .

a. Hasil Usaha,; ' v

b. Hasil Aset; v -'

c. Swadaya, partisipasi dan C}otong royong, dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa. -

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara
lain hasil Bumdes dan Tanah Kas Desa.

Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan. kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang
dinilai dengan uang.

Lain-lain Pendapatan.: Asli Desa sebagaimana pada ayat (3) huruf d,°
antara lain hasil pungutan desa berdasarkan Produk Hukum Desa.

¢

Pasal 26

Kelompok Pendapatan Transfer sebaga1mana dlmaksud dalam pasal 25
ayat {2) huruf b, terdm atas jenis :

a. Dana Desa; ‘

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD); - '

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten .

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dapat bersifat umum dan khusus.
Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling
banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis : :

a. Hibah dan sumbangan dari pihak'ketiga yang tidak menglkat dan
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b. Lain-lain pendapatan Desé yang sah.

Pasal 27

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengi'kat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a adalah pemberian
berupa uang dari pihak ketiga.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sébagai hasil kerjasama

.dengan pihak ketiga dan bantuan perus:ahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Bel‘ax"lja Desa

Pasal 28

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa.dalam 1 (satu) tahun anggara'n yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1pergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewepangan Desa.

Pasal 29

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dlmaksud dalam. Pasal 24 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok : .o

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ._

Pelaksanaan Pembangunan Desa;, '

Pembinaan Kemasyarakatan Desa; ' '

Pemberdayaan Masyarakat; dan

. Belanja tak terduga.

Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa. :

Kegiatan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas Jenls belanja

a. Pegawali,

b. Barang dan Jasa, dan

c. Modal.

oo

Pasal 30

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yang
ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
a. Paling banyak 30% .(tiga -puluh perseratus) dari jumlah Anggaran

Belanja Desa digunakan untuk : '

1. Penyelenggaraan Pemermtahan Desa;

2. Penghasilan tetap serta tunjangan Sangad1 dan perangkat

Desa; :
3. Operasional Pememntah Desa,

u W |
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4. Tunjangan dan operasional BPD; dan
5. Insentif RT dan.RW. :
b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran
Belanja Desa digunakan untuk membiayai :
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa,;
2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 31

Jenis Belanja Pegawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Sangadi dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
Belanja Pegawai sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

BelanJa Pegawai sebagalmana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaanya
dlbayarkan setiap bulan.

Besaran . penghasilan tetap bagi Sangadi "dan Perangkat Desa

"sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal menerima penghasilan, Sangadi terpillh maupun yang
diangkat sebagai Penjabat Sangadi, dan perangkat desa’ yang berstatus
sebagai Aparatur Sipil Negara harus memilih salah satu penghasilannya.
Sangadi terpilih maupun yang diangkat sebagai Penjabat Sangadi, berhak
mendapatkan Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana diatur
dalam pada Pasal 30 huruf a.
Tunjangan penghasilan Sangadi dan Perangkat Desa serta Tumangan
Purna Bakti Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari hasil Pendapatan
Asli Desa dan Kekayaan Desa, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDes.
Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dengan
pembagian sebagai berikut : ' '
a. Tunjangan Ketua BPD maksimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rup1ah)
per bulan; dan
b. Tunjangan Wakil Ketua dan Anggota BPD maks1ma1 Rp. 200.000 (dua
ratus ribu rupiah) per bulan.

N ]

Pasal 32 _',:' .
Belanja Barang dan Jasa sebaggimané dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
huruf b, digunakan untuk perigeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain :
Alat Tulis Kantor;
Benda Pos;
Bahan/Material;
Pemeliharaan;
Cetak/Penggandaan;
Sewa Kantor Desa,; :
Sewa Perlengkapan-dan Peralatan Kantor;
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(5)

(8)

(9)

. Makanan dan Minuman Rapat;
Pakaian Dinas dan Atributnya;
Perjalanan Dinas;
Upah Kerja;
Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli;
. Operasional Pemerintah Desa;
Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan :
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufj adalah

Perjalanan Dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh Sangadi, Sekretaris

vppafw%&w

Desa, Aparatur Desa dan BPD yang tertata dalam bidang'

penyelenggaraan pemerintahan melalui Alokasi Dana Desa. A
Khusus Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud ayat (3) untuk Bimbingan Teknis dan Kaji Banding, bagi
Sangadi, Sekretaris, ‘Aparatur’ Desa dan BPD dilaksanakan secara
terorganisir oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Uraian lebih lanjut mengenai besaran biaya Perjalanan Dinas dan biaya
uang harian serta kontribusi peserta mengikuti Bimbingan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam:Lampiran [II yang
merupakan bagian tidak terpisahkaﬁ dari Peraturan Bupati ini.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional Lembaga RT
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, Ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat.

Honorarium narasumber dan/atau tenaga profesional yang memiliki
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, diberikan
untuk setiap orang per' jam maksimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah).

‘Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diberikan paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebaga1rnana
dimaksud pada ayat {(2) huruf p, dilakukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 33

Untuk tertibnya pelaksanaan pengelolaan keéuangan desa, maka
penganggaran dan pembiayaan pengeluara',n desa berpedoman pada
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten dan Standar Biaya Barang dan
Jasa. ' ' , , :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
dan Standar Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '

Pasal 34

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pempbelian/pengadaan
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barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 {dua belas)
bulan. . .

Pembelian/pengadaan, barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dlgunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
desa.

Pembehan/pengadaan barang sebagaimana ayat (2) terlebih dahulu
diperiksa oleh pemeriksa barang.

Pemeriksa barang berasal dari unsur perangkat desa terdiri dari 1 (satu)
orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.,

Pemeriksa barang sebagaimana ' dimaksud pada ayat (4) diberi-

honorarium maksimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah}, per bulan.
Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan sebesar
30% (tiga puluh perseratus) dari Belanja Operasional Penyelenggaraan
Pemerintah Desa.

Pasal 35

Dalam Keadaan Darurat dan/atau Keadaan Luai‘ Biasa (KLB), pemerintah
Desa dapat melakukan belanJa yang belum tersedia anggarannya.,
Keadaan Darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang sifat tldak biasa atau tidak diharapkan

berulang dan/atau mendesak.

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara. lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/ wabah.
Keadaan Darurat dan Luar Biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan‘ dalam belanja tidak terduga. '

Pasal l36

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ‘ayat (1) huruf
c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang d1p1sahkan

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA' sebagaimana dimaksud pada ayat {4) merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk :

a. Menutupi defisit anggaran apabila reahsam pendapatan lebih kec11 dari
pada realisasi belanja; :
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b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. Mendanai® kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pencalran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

dlgunakan untuk menganggarkan pencaiaran Dana Cadangan dari

Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran

berkenaan. .

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipiSahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c, dlgunakan untuk menganggarkan hasil penjualan

kekayaan desa yang dlplsahkan

Pasal 37

Pengeluaran Pemblayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

huruf b, terdiri dari : :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat. (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang

penyediaan dananya ‘tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan .

dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat : . . _ '

a. Penetapan Tujuan Pembentukan Dana Cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;

c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus
dianggarkan; '

d. Sumber Dana Cadangan; dan

e. Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan yang penggunaannya

telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan. '

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. :

Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa Jabatan

Sangadi. ' :

BAB VIII
PENGELOLAAN APBDesa

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 38

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peratuaran Desa tentang APBDesa
berdasarkgn RKPDesa tahun berkenaan.

L]
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Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Sangadi. _
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Sangadi kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakti bersama
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

' Pasal 39

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah -disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalanl Pasal 38 ayat (3) disampaikan
oleh Sangadi Kepada Bupati paling lambat bul_ari Oktober tahun berjalan.
Bupati melalui Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling léma 20 (dua puluh) hari
kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.,
Dalam hal Bupati melalui Camat tidak mémberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya. " . .
Dalam hal Bupati melalui Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sangadi
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tuJuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluas1

Pasal 40

Apabila hasil evaluasi' tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan Sangadi tetap menetapkan -

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan = Desa kepada
Bupati. .

Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus menyatakan berlakunya. Pagu APBDesa tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Sangadi
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasioﬁal
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sangadi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 -

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan selanjutnya Sangach bersama BPD mencabut peraturan desa
dimaksud. :

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 41

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rarigka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Giro.
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. (2) Khusus bagi Desa. yang belum memiliki pelayanan perbankan di

(3)

(I}

wilayahnya, maka pengaturannya dltetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Bendahara dalam melakukan penarikan uang dari rekening kas desa
harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Bendahara menyimpan wang tunai maksimal dua juta fupiah.

Uang tunai yang disimpan oleh bendahara lebih dari dua juta rupiah

 dalam- jangka waktu (7) tujuh hari harus dikembalikan ke rekening kas

desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 42

Pengeluaran desa yang mengakibatkah beban APBDesa, tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan rnenjadl Peraturan Desa.

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud p'ada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan .operasional
perkantoran yang'ditetapkan-dalam Peraturan Sangadi.

Penggunaan Biaya Tak Terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Sangadi.

Pasal 43

L]

Pelaksana kegiatan mengajukan pel.*mintaan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus dlsertalv ‘dengan dokumen Rencana
Anggaran Biaya. o

Rencana Anggaran Biaya sebagaxrnana dimaksud pada ~ayat (1) di
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Sangadi. .

Desa yang merencanakan kegiatan infrastruktur di lokasi yang sangat
sulit dijangkau, dapat menambahkan upah angkutan sesuai survey
lokasi.

Desa yang akses jalannya sangat sulit dilalui- kendaraan sebagaimana
dimaksud ayat (3), adalah Desa Pomoman dan Kolingangaan.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. '

Pasal 44

Berdasarkan Rencana Ariggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1) pelaksana keg1atan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Sangadi.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.

. b
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(3)

Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 45

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas

a.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Pernyataan Tanggungjawab Belanja '‘dan
Lampiran Bukti Transaksi.

Pasal 46

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

C. Mengujl ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana keg1atan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sangadi menyetujui permintaan pembayaran dan

bendahara melakukan pembayaran. _

Berdasarkan SPP Sangadi dalam menyetujui permintaan pembayaran

menerbitkan cek yang akan digunakan oleh bendahara untuk melakukan

permintaan pembayaran pada Bank Pelaksana Rekening Kas Desa. '

Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya

bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

A
'

Pasal 47 !

Bendahara Desa sebagai wajib. pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 'pajak
yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara siesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. " ' v

Bukti penyetoran pajak sebagaimana c{in;aksud pada ayat (1} akan
divalidasi setiap tahap penyaluran dana.’ '

Pésal 48

Pajak material seperti batu, pasir, kerikil, tanah, dan lain sebagainya disetor
Bendahara ke Badan Keuangan Daerah setelah dihitung dan ditetapkan oleh
Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

()

Pasal 49

Perubahan Peraturan Desa mengenai APBDesa dapat dilakukan apabila
terjadi : :

4
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a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
belanja; -

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih ‘perhitungan anggaran (SiLPA)
tahun sebelumnya harus dlgunakan dalam tahun berjalan;

c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan; dan/atau

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

e. Perubahan mendasar atas kebljakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran. .

Tata cara péngajuan Perubahan APBDesa adalah. sama dengan tata cara

penetapan APBDesa.

Pasal 50

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan, APBD Kabupaten
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak meﬁgikat ke Desa
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan diatur dengan Peraturan Sangadi tentang perubahan
APBDesa. .

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada BPD. .

Dalam hal penggunaaan Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah terdapat sisa dana di direkening Desa, akibat Tuntutan
Ganpti Rugi (TGR) atau tidak digunakan oleh Sangadi, Penjabat. Sangadi,
Perangkat Desa, dikarenakan alasan sebaga1mana dimaksud pasal 31

ayat (5), desa dapat memanfaatkan sisa dana tersebut berdasarkan
'pmomtasnira, setelah dilakukan musyawarah desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan
Pasal 51

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku ,setiap akhir bulan secara
tertib. -
Bendahara Desa wajib mempertanggung]awabkan uang - ‘melalui laporan
pertanggungjawaban. ' ‘
Laporan pertanggungjawaban sebagalmana dlrnaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Sangadi dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pasal 52

Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2}, menggunakan
a. Buku Kas Umum; , :
b. Buku Kas Pembantu Pajak; & ' ‘0_
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(1)
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(3)

(4)

(1)

c. Buku Bank; dan
d. Buku Inventaris.

Buku Inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, antara lain

harus memuat tentang aset, baik yang dihibahkan maupun yang dibeli
melalui Sumber Pendapatan Desa.

Bagian Keempat

Pelaporan
Pasal 53

Sangadi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati berupa :

a. Laporan Semester Pertama, dan

b. Laporan Semester Akhir Tahun.-

Laporan Semester Pertama sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a
berupa Laporan Realisasi APBDesa,

Laporan Semester Pertama sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, d1sampa1kan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 54

Sangadi menyampaikan laporan pertanggungjawa'ban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan.

Laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan
Desa. ' '

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi

,pelaksanaan APBDesa sebagaimana ' dimaksud pada ayat (3},

melampirkan :

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.

Pasal 55

Setiap penggunaan keuangan harus didukung dengan bukti-bukti yang

sah. o
6 A
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(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap bhkti-bukti penerimaan

- (3)

dan pengeluaran APBDesa.

Dokumen anggaran atas beban pengeluaran yang terdiri atas buktl bukti

pengeluaran seperti yang dimaksud pada ayat (2), d1s1apkan oleh
pelaksana kegiatan.

Pasal 56 :

Dokumen anggaran atas beban pengeluaran sepert1 dlrnaksud dalam
Pasal 53 ayat (3) terdiri atas : " ! '
a. Pembayaran Honorarium

- Surat Keputusan pengangkatan dalam jabaian

- Daftar penerimaan honor

- Kwitansi '

- Bukti setoran pajak,
b. Pengadaan Barang dan Jasa

- Kontrak ,

- Berita acara peme'riksaan‘ barang/pekerjaan

- Berita acara penerimaan barang/pekerjaan

- Berita acara pembayaran

- Kwitansi

- Bukti setoran pajak

- Dokumentasi

- Dokumen pendukung lamnya
c. Perjalanan Dinas ~ .

- Surat Perintah ’I‘ugas yang dltandatanganl pejabat berwenang

- Surat Perintah Perjalanan Dinas

- Kwitansi R

- Laporan hasil pelaksanaan tugas

- Dokumentasi kegiatan perjalanan dinas

- Tiket Pesawat ‘ . oo

- Boarding pass atay manifest penumpang maskapai penerbangan

- Tiket Kapal Laut atau manifest penumpang dari administrator

pelabuhan '

- Karcis tanda masuk pelabuhan

- Tiket Kereta Api

- Tiket Bus

- Bukti pembayaran Moda transportasi lainnya.

- Bukti pembayaran hotel atau ternpat menginap 1a1nnya
Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam’ lampiran V
Peraturan Bupati ini.
Pengadaan barang dan jasa sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf b,
diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 57

‘ L]

Laporan ‘Realis_asi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 54
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diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat:

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

(3) Media informasi seperti papan proyek dan papan informasi serta prasasti
sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disiapkan oleh pelaksana kegiatan.

(4) Papan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipasang pada
awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhlr kegiatan,

(5) Contoh media informasi seba:galmana dimaksud ayat (4) terlampir.

.

]

Pasal 38 -

(1} Laporan Realisasi dan laporan'pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), disampaikan
kepada Bupati melalui kepala Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
serta Camat. ‘

(2) Laporan pertanggungjawaban yeali’s'as’i pelaksanaan  APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah akhir tahun anggdran berkenaan, -

Pasal 59

Format Rancangan Peratutan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
pada semester pertama  dan semester akhir ‘tahun serta Laporan
Pertanggungjawaban Realigasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

' dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (3), Pasal 45 huruf a dan huruf b, Pasal

53 dan Pasal 54 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

(1) Untuk pelaksanaan penganggaran, pemerintah desa dalam melakukan
penyusunan APBDesa dapat menyesuaikan Kode Rekening Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan. ‘

- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan baglan t1dak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini. - :

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 61

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil paJak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa! :

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawa51 pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.
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(3) Kegiatan fisik yang dlbangun melalui 'pendapatan desa sebagaimana
dimaksud pasal 25 ayat (2), harus dipelihara oleh masyarakat desa
dibantu oleh Tim ‘Pemelihara Keglatan yang ditetapkan oleh Sangadi
melalui musyawarah Desa.

BAB X
SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 62 "

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dalam hal : 4
a. Sangadi tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan laporan realisasi
penggunaan' Dana Desa, ADD dan Bagi' Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah semester akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (4); dan
b. Terdapat SiLPA Dana Desa, ADD danDana Bag1 Has11 Pajak dan
Retribusi Daerahlebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir
tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau ’
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung
sampai dengan bulan November tahun, anggaran berjalan, Dana Desa,
ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak 'dan R'etribusi Daerah tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD, dan'm_en'jadi sisa dana di RKUD.

Pasal 63

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa, ADD dan Dana Bag1 Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dalam hal :

a. Sangadi menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa, Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah seémester akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1); dan '

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 64

(1) Bupati melakukan pémotongan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), masih

v
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terdapat SiLPA Dana.Desa 1eb1h dari 30% (tiga pulun per seratu'%) pada
tahun anggaran berjalan :

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bag1 Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
penyaluran Dana Desa, ADD .dan Bagi Hasil Pa_]ak dan Retnbus1 Daerah
tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran :Dana Desa, ADD dan Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah $ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai bér]aku pada tanggal diundangkan.

.Agar setiap omang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow.

Ditetapkan di Lolak,
pada'tanggal 2017

4 PJ BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

. 4'1
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s .‘--1‘;-7:' . PR
“ [ o
\ s - -,
\‘ O el

Diundangkan di Lolak.
pada tanggal ' 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN .

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW .TAHUN 2017
NOMOR .
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
'DANA DESA TAHUN 2017

BABI
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pcemerintahan, kepentingan masyarakat selempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. -

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi' Desa sebagai subyek hukum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan
Desa pada dasarnya merupakan milik Desa schingga penetapan
penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian,
UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan
Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa
sebagai ynit, pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan
hukurh yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum. dan
Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa
sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU
Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan
komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti
sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya
berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

- Desa dxmandatkan oleh UU Desa untuk chkelola secara demokratis.
Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD
yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan
Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD
menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepeala Desa dalam mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga
memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD..Hasil
musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan
kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan
penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan
kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dencan demokrasi musyawarah
mufakat yang diwujudkan denan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata
Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi
manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan

7




)

LAl

™

seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang
Demokratis. -

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas
penggunaan Dana Deba dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang
Demokratls

BAB I
PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan .dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang d1b1aya1 dengan Dana Desa.

2. Tujuan _ :

a. menjelaskan pentingnya prlorxtas penggunaan Dana Desa pada bldang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. memberikan gambaran tentang pilihan program/ l<eg1atan yang menjad1
prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

3. Manfaat :

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam
melaksanakan pcmbinaan dan pengawasan tcrhadap Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota meldkukan pembinaan kepada Desa dalam
rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; .

b. sebagai pedoman bagi  Pemerintah * Kabupaten/Kota = dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam
menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan

c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan
Dana Desa sesuai dengan peraturan pei‘undangju_ndangan.

B.PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan
kewegnangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan’ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa khususnya Pasal 37, Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah
sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan
inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

" lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;"

b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa,
bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Peraturan bupatl/wahkota dimaksud dltmdaklanJuu oleh Pemerintah
Desa. dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai
dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Kegiatan- keglatan yang
dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kéwenangan Desa yang
sudah dltetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya kegiatan yang

1 1 1 N



Tw

T

Dengan demikian, Desa berwe'wenahg membuat peraturan Deéd yang
mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai keglatan di
Desa.

. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Baglan Perencanaan Desa UU

Desa memandatkan bahwa Pemermtah Desa menyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewénangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan: ‘Kabupaten/Kota. ' Perencanaan
Pembangunan Desa disusury secara berjangka yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen
perencanaan di Desa.. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang
termuat dalam APB' Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa
merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari
penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan
yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dan RPJM Desa, RKP

Desa dan APB Desa. - '

. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang
pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah
Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan
menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan
Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan
Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam
musyawarah Desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan
penggunaan

Dana Desa. Daftar kegiatan yang dlscpakatl untuk d1b1aya1 dengan Dana -
Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa,

. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa Penetapan

kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam
bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD
bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah
Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi- dasar dalam
penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa .
tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ydng menjadi dasar dalam
penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan
Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan
masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih
tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP
Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan Kepentingan masyarakat
umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/ wahkota

. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan

perundang undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait
‘pentggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud
mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
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. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai- pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Karenanya, Kkegiatan yang diproritaskan
untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

v

UU Desa menjelaskan tujugn pemibangunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan musyarakat ‘Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui’ pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat
dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
a.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa. ‘
1) Pengadaan, pembangunan, pengénjlbangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antaralain:
a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah schat - untuk fakir
miskin,;
b} selokan;
c) tempat pembuangan sampah;
d) gerobak sampah,;
e) kendaraan pengangkut sampabh;
f) mesin pengolah sampah; dan
g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kond131 Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharaan

~ sarana prasarana transportasi, antara lain:

a)-tambatan perahu;

b)-jalan pemukiman;

c) jalan poros Desa;

d) jalan Dcsa antara pcrmukiman ke wilayah pcertanian;

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata,

f) jembatan Desa;

g) gorong-gorong;

h} terminal Desa; dan A

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dglam
musyawarah Desd.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan ' dan pemeliharaan

sarana dan prasarana energi, antara lain:

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b) pembangkit listrik tenaga diesel;

c) pembangkit listrik tenaga matahari,

d) instalasi biogas;

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan :

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemehharaan sarana
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a) jaringan internet untuk warga Desa;

b) website Desa,;

C) peralatan pengeras suara (loudspeakern);

d) telepon umum;

e) radio Single Side Band (SSB); dan



v)

9

)

f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1) Fengadaan, -pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan, antara lain:
a) air bersih berskala Desa;

b) sanitasi lingkungan;
¢) jambanisasi;
d) mandi, cuci, kakus (MCK); '
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
f) alat bantu penyandang disabilitas;
g) panti rehabilitasi penyandauv dlsablhtas
h) balai pengobatan;
i) posyandu; dan
j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis
“kebutuhan dan kOI’ldlSl Desa yang dlputuskan dalam
musyawarah Desa. | v
2) Pengadaan, ' pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) taman bacaan masyarakat;
. b) bangunan PAUD; '
¢) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
d} wahana permainan anak di PAUD; :
e) taman belajar keagamaan; . .
f) bangunan perpustakaan Desa; ,'
g) buku/bahan bacaan; T
h) balai pelat1han / keglatan belajar maSyarakat
i) sanggar seni;
j) film dokumenter;
k) peralatan kesenian; dan
) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembarigunan, pengembangan dan pemehharaan sarana

prasarana usaha ekonomi Desa. _

1) Pengadaan, pembangunan, pengemb,angan dan pemeliharaan
sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan
.pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) bendungan berskala kecil;
b} pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem
pengairan;
c) irigasi Dess; .
d) percetakan lahan pertanian;
e) kolam ikan;
f) kapal penangkap 1kan
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h) tambak garam,; '
i) kandang ternak;" ' -
j} mesin pakan ternak;
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) dan
1) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan. dalam
musyawarah Desa.
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2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan, antara lain:

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur
gabah,jagung,kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran 11~.an,

b) lumbung Desa;

C) gudan pendingin (cold storage); dan

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan. kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa. '

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) mesin jahit;

* b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

c) mesin bubut untuk mebeler; dan

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecu lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemehharaan sarana
dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu
Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) pasar Desa; '

b) pasar sayur;

¢) pasar hewan; :

d) tempat pelelangan ikan;

e} toko online;

f) gudang barang; dan - »

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang.sesuai dengan
analisis kebutuhan .dan kondisi Desa yang dlputuskan dalam
musyawarah Desa. :

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Desa Wlsata, antara lain:

. a) pondok wisata;

b) panggung hiburan;

c) kios cenderamata;

d) kios warung makan; . '

¢) wahana permainan anak; ' .

f) wahana permainan outbound

g) taman rekreasi;

h) tempat penjualan tiket; .

i} rumah penginapan;

j) angkutan wisata; dan

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa . yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG] untuk kemajuan
ekonomi yang difokuskan pada kebuakan satu Desa satu produk
unggulan, antara lain:

a) penggilingan pad1

b) peraut kelapa; -

"¢) penepung biji-bijian;

d) pencacah pakan ternak;

e) sangrai kopi,

f) pemotong/ pengms buah dan sayuran

g) pompa air;

Al
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h) traktor mini; dan

i) sarana dan prasarana laihnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhann - dan kond131 Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa. -

d. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembuatan terasering; '

2} kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai,

4) pencegahan abras1 pantai; dan

S) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana. untuk penanggulangan bencana alam ddn /atau kejadian
luar biasa lainnya yang meliputi: |
1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

2) pembangunan gedung pengungsian; _

3) pembersihan lingkungan perumahan.yang terkena bencana alam,;

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam; dan

5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

3. Kegtatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1w

Undapg-undang Desa  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan
hmasyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam
melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan.lembaga adat,
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilaksanakan melalui upaya pengembdngan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai- dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan  masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan  pemberdayaan
masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1) pengelolaan keglatan pelayanan kesehatan masyar a]«:at antara lain:

a) penyediaan.air bersih;’,

b) pelayanan kesehatan lingkungan;:

c) penyediaan makanan sehat untuk penmgkatan gizi bagi bahta dan
anak sekolah;

d) pengelolaan balai pcngobatan Desa, _

e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui,

f) pengobatan untuk lansia;

g) fasilitasi keluarga berencana; -

h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi ba% . penyandang disabilitas; dan

i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendldlkan dan kebudayaan antara
lain:
a) bantuan insentif guru PAUD
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
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) penyelenggaraan pelatihan kerja,
d) penyelengaraan kursus seni budaya;
e) bantuan pembcrdayaan bidang olahraga;
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan. analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang .

diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
a) pengelolaan sampah berskala rumah’ tangga,
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah;-dan
¢) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa. .,
2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: \
a) pengelolaan terminal Desa; ,
b) pengelolaan tambatan perahu; dan -

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondlsl Desa yang dlputuskan dalam musyawarah
Desa.
3) pengembangan cnc1 gl terbarukan, antara 1am
a) pengolahan limbah peternakan untuk energi blogas
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
-d) pengelolaan pembangklt listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondls1 Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
a) sistem informasi Desa;
b) koran Desa;
c) website Desa;
d) radio komunitas; dan
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan
usahd pertanian yang difokuskan, pada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain:
a) pembibitan tanaman pangan,
b) pembibitan tanaman keras;
¢} pengadaan pupuk; ' )
d) pembenihan ikan air tawar; :
e) pengelolaan usaha hutan Desa;
f) pengelolaan usaha hutan sosial;
g) pengadaan bibit/induk ternak;
h} inseminasi buatan,;
i} pengadaan pakan ternak; dan
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang d1putuskan
dalam musyawarah Desa.

2) pengolahan hasil produks1 usaha pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebuakan satu Desa satu
produk unggulan, antara 1a1n :

tepung tanioka:
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b) kerupuk;

c) keripik jamur;

d) keripik jagung; . . '

e) ikan asin; v

f) abon sapi; T

g) susu sapi; ' '

h) kopi;

i) coklat;

j) ‘karet; dan

k) pengolahan hasil pertaman lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

3) pengelolaan usaha Jasa dan industri kecil yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antal a lain:

a) meubelair kayu ‘dan rotan, .

b) alat-alat rumah; tangga,

¢) pakaian jadi/konveksi-

d) kerajinan tangan;

e) kain tenun;

f) kain batik;

g) bengkel kendaraan bermotor;

h) pedagang di pasar;

i) pedagang penoepul dan

j) pengelolaan jasa dan 'industri kecil lainnya yang sesuai dengan
analisis- kebutuhan dan kondisi Desa yang d1putuskan dalam
musyawarah Desa.

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama, antara lain:, :

a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,;
b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.

5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa.satu produk unggulan, antara
lain: :
a) pengelolaan hutan Dess;

b) industri air minum;

c¢) industri pariwisata Desa;

d) industri pengolahan ikan; dan

e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; '

c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta) dan

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

, dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain:
a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
+b) barttuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha
ekonomi masyarakat; dan
c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa. )
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8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan, antara lain:

a) sosialisasi TTG;
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyant.ekdes) dan/ atau antar Desa;
c) percontohan TTG untuk produksi . pertanian, pengembangan
sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
d) pengembangan dan pemanfaatan! TTG lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kOHdlSl Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.
9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan ‘usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebuakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain: .
a) penyediaan informasi hargay/pasar;
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi; -
c) kerjasama perdagangan antar Desa,

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketwa, dan |

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang . sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadap1 bencana
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
malam,;

3) pelatihan tenaga sukarclawan untuk penanganan bcncana alam; dan
4) penguatan ke31ap31agaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan -
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembibitan pohion langka

2) reboisasi;

3) rehabilitasi lahan gambut;

4) pembersihan daerah aliran sungai;

S5) pemeliharaan hutan bakau;

6) perlindungan terumbu karang, dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa

yang demokratis '

1) Mendorong partisipasi masyarakat datam _perencanaan . dan
pembangunan ' Desa yang dilaksgnakan: secara swakelola oleh
Desa, antara lajn: ,

a) pengembangan sistem informasi Desa;
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b} penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa
yang berkelanjutan; dan :

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
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3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
a) pendataan potensi dan aset Desa;
b) penyusunan profil Desa/data Desa;
C) penyusunan peta aset Desa; dan
+ dpkegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompok marginal, antara lain:

a) sosialisasi penggunaah dana Desa;
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,
c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
- kondisi Desa yang diputuskan dalain musyawarah Desa.

5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayddn mdsyarakat Desa,
antara lain:

a) pengembangan sistem admmistra& keuangan dan aset Desa
" berbasis data digital;
. b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka
untuk publik;
c) pengembangan sistem informasi Desa;.dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan. analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga
adat, antara lain:

a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau
lembaga adat; '

b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan ‘Desa dan/atau
lembaga adat; dan

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan .analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakiikan melalui musyawarah Desa, antara lain :

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-
hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8) Melakukan pendampmgan masyarakat Desa yang berkelanjutan,
antara lain:
a) pelatihan kepemimpinan;
b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung
Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain: ‘
a) pelatihan usaha pertanian, pertkanan, perkebunan, industri
kecil dan perdagangan '
b) pelatihan teknologi tepat guna; -
c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
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d) pelatihan . kerJa dan ketrampilan bagi masyar akat Desa, antara
lain:
, warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
tenaga kerja usia produktif;
kelompok usaha ekonomi produktif;
. kelompok perempuan;
kelompok pemuda,;
kelompok tani;
kelompok nelayan,;
kelompok pengrajin; dan
warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi
Desa.
e) kegiatan peningkatan kapa31tas lainnya untuk pengembangan
dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang
' sesuai dengan' analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
10),Malakukan - pengawasan dan ‘'pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara 1a1n
aJ Pemantauan berbasis komunitas; :
b) Audit berbasis komunitas; :
c) Pengembangan unit pengaduan di Desa
d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk
penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban
~ dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

@@ﬂ@@#pwé

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk

mengembangkan jenis-jertis kegiatan lamnya di luar daftar kegiatan
yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-
kegiatan yang dipilih harus:,

1} tercantum dalam Peraturan Bupat1/Wahkota Desa tentang Daftar
Kewenan gan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

2) tercantum ddlam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan quenangan Lokal Berskala Desa;
dan

3) termasuk dalam lingkup urusan - pembangunan Desa dan -
pemberdayaan masyarakat Desa.:

Pengembangan kegiatan di Tuar prioritas’ penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan

mengingat pengaturan prioritas penggunaan.Dana Desa sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19

ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa

di ' luar kegiatan .yang diprioritaskan dapat dilakukan gpabila

bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah
mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus
memberikan manfaat yang sebesarbesarnya dengan memprioritaskan
kegiatan pembangunan ‘dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan
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. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat

Desa. Sejalan  derigantujuan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa

dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

b) meningkatkan lapangan kerja danh pendapatan ekonomi keluarga; dan

c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan warga mlskm di Desa, warga penyandang disabilitas dan,
marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana
Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:
a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pemngkalan kesehatan
dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
b) kegiatan yang semakin beérmanfaat bagi pembukaan lapangan kerja
dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan : -
c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan
lebih diutamakan.

. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

‘Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan
Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam
per¢ncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan
pemberd ayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan
meng1kutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan
kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih
diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit
didukung masyarakat Desa;

b) kegiatan yang direncanakan dan chkelola sepenuhnya oleh masyarakat
Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama
masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan
yang.tidak melibatkan masyarakat Desa; dah

c) kegiatan yang mudah dlawa31 pelaksanaanya oleh masyarakat Desa
lebih diutamakan.

Tujuan‘pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa
dilakukan dengan memastikan bahwa k}:g1atan kegiatan yang dibiayai
dengan Dana Desa harus memiliki'.rencana pengelolaan dalam
pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan
demikian, kegiatan yang dipastikan, keberlanjutannya diprioritaskan
untuk dibiayai dengan Dana Desa.

. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya
dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus




memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana
Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai.dari Dana Desa harus
dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat
diakses masyarakat Desa

)

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan
mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.
Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa.,
Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang
khas, keadaan  terkini ‘di Desa, maupun keadaan yang berubah,
berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan
tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan anta1 warga Desa masih

kuat), ,

2) Desa teritorial (sebagau tempat pemuklman warga dengan beragam
asal keturunan); dan :
3) Desa campuran geneologis-teritorial.
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
1) Desa pes181r/Desa pantai;
2) Desa dataran rendah/lembah;
3) Desa dataran tinggi; dan
4). Desa perbukitan/pegunungan.
s c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman mehputl
1) Desa dengan permukiman menyebar;
2) Desa dengan permukiman melingkar;
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
4) Desa dengan .permukiman meman_;ang (seperti pada bantaran
sungai/pinggir jalan).
d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharlan atau kegiatan utama
masyarakat meliputi:
1) Desa pertanian;
2) Desa nelayan; :
3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur
, denganteknologi sederhana dan madya); dan
4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
€. t1polog1 Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa
+ meliputh: ' '
1) Desa sangat tertinggal;
2) Desa tertinggal,
3) Desa berkembang;
4) Desa maju; dan - ‘
5) Desa mandiri. . -
Kementerian Desa, Pembangunan .Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi menetaplkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai
alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan
kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi
Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan. Dana Desa mengikuti proses
perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan
dalam proses perencanaan Desa.meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan




RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan pr1or1tas penggunaan Dana
: Desa adalah sebagai berikut: ‘ '
1. Tahap Musyawarah Desa v
Musyawarah Desa merupakan forum '.musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa’ untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa
dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan
transparan, Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal
strategis di Desa, sehingga wajib dibahas .dan disepakati dalam
musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka
pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam
rangka penyusunan RKP Desa.
Pembahasan prioritas. penggunaan Dana Desa dalam musyawarah
Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat
Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas
mpenggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara
yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan
tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomanl hasil kesepakatan musyawarah
Desa  berkaitan dengan  prioritas penggunaan Dana  Desa.
Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa
termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan- RKP Desa khususnya
terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala. Desa di wilayahnya
tentang informasi sebagai berikut:

a. pagu indikatif Dana Desa; dan

b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung

berdasar IDM. Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM,

Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan

berdasarkan perhitungan terhadap:

a. kemanfaatan hasil kegiatan;

b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat
Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kecnatan serta pcrawatan da,n
pelestariannya;

d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan keglatan

e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta
sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola
secara mandiri oleh Desa; dan

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai
Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.
Penetapan pI'lOI'ltaS penggupaan Dana Desa berdasarkan t1polog1
Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-
+masing Desa yang.sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman
umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan
sehlngga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih
‘kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

«®
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) Contoh: _ :
: Desa A : tipologi Desa Perbukitan perkebunan: / perlddangan
campuran :
: Desa B . tipologi Desa lembah-pertanian/sawah- /.

teritorialberkembang




Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Decsa Tahun 2017
| dengan . mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas
penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman
i Umum ini. '

3. Tahap Penetapan RKP Desa S ' ' '

.

Kepala Desa berkewajiban menyampalkan kepada masyarakat Desa
rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan
dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh
BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desas, termasuk
rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas
dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam
musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam
menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4, Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan deﬁgan Dana Desa dipastikan setelah
bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan
peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa
untuk masingmasing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan
dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatén dengan Dana Desa

. dengan berpedoman :kepada RKP Desa. Dana Desa- dibagi untuk
' membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak
mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang
sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban
mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa
perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi
rancangan APB. Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa,  melalui BPD, berhak untuk menyampaukan
keberatan kepada Kepala Desa’ apabila rancangan penggunaan Dana Desa
berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa .
tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah
rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa,
maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan
demikian, rancangan’, Peraturan Desa tentang APB. Desa yang
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan
diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

«w

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan’ Desa
tentang APB Desa khususnya rencdna penggunaan Dana Desa. Review
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang
dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasa1 kan hak asul-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pembeldayaan masyarakat
Desa;

*
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c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah,
o Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan
APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas
» pengguraan = Dana Desa yang diatur dengan  peraturan
perundangundangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. ~

- BAB 1lI ‘
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

' Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat
Desa didampirgi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai
kegiatan-kegiatan ,yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. UU Desa
memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa
dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam  proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

' Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa dan/atau pihak ket1ga, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangundangan

& -y

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desy;
2. Pembinaan dan ° Pengawasan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota,meliputi : -
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dar1 Dana
Desa;
c. melakukan evaluas1 dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana
mDesa; dan : '
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. :
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
b. memberikan  bimbingan, supervisi dan konsultasi = terkait
penggunaan, dan pengelolaan Dana Desa; dan '
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

; | . BABIV .
PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati’

»)

Pelaporan penetgpan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan
proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan,
5 kemajuan setiap tahapan dari mekanisme: ' penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan
' enggunaan Dana Desa kepada Bupati melalm Dinas
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Pemberdayaan 'masyarakat dan Desa tembusanya kepada Badan
Keuangan Daerah sebagaimana Format terlampir yang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal- Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara
mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme
laporan berkala.

Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan
dengan kondisi dan keadaan yang ada.

A BAB V,
PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini
disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh '‘Desa dalam menyusun
petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam
rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi
bahan .pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa
khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017, dan dapat dikembangkan
sesuai dengan keragaman kontekstual Desa-Desa di Indonesia.




PS (Y] " ) . a)
Contoh Format taporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota
LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
. KEGIATAN PRIORITAS - VOLUME PRIORITAS
PROV/KAB/KOTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PEMBINAA
KECAMATAN SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOM! DESA ** PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP " DESA PEMERINTAHAN DESA KEMASYARAK:
DESA HASIL vOL | BIAYA HASIL VvOL | BIAYA HASIL voL | BlAaYA HASIL VoL | BIAY HASIL VoL | BIA . HASIL vOoL | BlAYA HASIL
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATA KEGIATAN A KEGIATAN YA KEGIATA KEGIATAN
SESUAI SESUAL . N SESUAL SESUAI N . SESUAI
PRIORITA PRIORITAS SESUAI PRIORITAS PRIORITAS SESUAL PRIORITAS
S - PRIORIT PRIORIT
AS AS
2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 [ 21 22 23 24 | 25 26 27 28 | 29 30

JUMLAH




9)

»

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI *
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN -
DANA DESA TAHUN 2017

Contoh Model: PI'lOI’ltaS Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Provinsi :

Kabupaten
Kecamatan

Desa
Tipologi

Produk Unggulan

Desa Pegunungan. / Dataran ngg1 Pertaman Pangan, Tertinggal dan Sangat
Tertinggal
: Pertanian Sayur M'lyur (Kentang, Kol, Wortel dll)

BIDANG

KEGIATAN

"TUJUAN

A, Pembangunan Desa

1. pembangunan,

pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasaranan lingkungan -
permukiman

a.pembangunan/pengadaan
tandon air/bak
penampung air hujan atau
air bersih dari sumber mata
air,

-memenuhi dan
mendekatkan akses

kubutuhan air bersih untuk

penduduk Desa;

- meémbangun/pengadaan
baru untuk bak penampung
air hujan

b.pemeliharaan saluran
airbersih dari sumber mata
air ke rumah-rumah
penduduk.

- mencegah kerusakan
'saluran air bersih
- menjamin pemenuhan

' kebutuhan air bersih untuk

penduduk

’:2. pembangunan,

pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana
transportasi

a. pembangunan jalan poros
Desa

- meningkatkan kualitas
jalan poros Desa;

- memudahkan distribusi
hasil pertanian.

b. pembangunan jalan
lingkungan Desa

- meningkatkan kualitas
jalan linglcungan Desa;

- memudahkan transportasi
hasil pertanian.

. pembangunan}pengembangan

dan pemeliharaan sarana
prasarana energi, » 4
¥ .

memba‘ngun pembangkit
listrik tenaga mikro hidro dan
biogas

L}

-memaksimalkan
pemanfaatan sumberdaya
sungai untuk pemenuhan
energi i Desa.

- memaksimalkan

- pemanfaatan kotoran
ternak.

. pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana
prasarana informasi dan
komunikasi.

Pengadaan, pembangunan
dan pengembangan sistem
informasi dan komunikasi
Desa

Méwujudkan g-government di
Desa.

(Y]

. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan
masyarakat .

a. Pembangunan poskesdes,
polindes dan balai"
posyandu.mendorong
optimalisasi kegiatan
pelayanan kesehatan
masyarakat

mendorong optimalisasi
kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat. Pemenuhan -
peralatan kesehatan

" masyarakat Desa,

b. pengadaan alat-alat
kesehatan untuk
poskesdes/polindes ¢

Pemenuhan peralatan
kesehatan masyarakat Desa.

c. Pengadaan kebutuhan
medis (obat-obatan, vitamin,
makan tambahan, dan lain-
lain} dalam mendukung

kesehatan masyarakat

Pemenuhan kebutuhan
medis dalam mendukung
kesehatan masyarakat Desa.




6. pembangunan, ‘pengembangan

dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan, sosial
dan kebudayaan

Pembangunan dan
pengembangan gedung
PAUD

memenuhi kebutuhan
pendidikan dasar untuk anak
balita/usia dini

. pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan
pemeliharaan sarana

prasarana usaha ekonomi
pertanian yang berskala -
produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang meliputi
produksi, distribusi dan
pemasaran untuk ketahanan

a.pembibitan tanaman saylir-
sayuran

- mengurangi tingginya biaya
produksi pengolahan hasil |
. pertanian.

- meningkatkan pendapatan
'petani sayur

T

. pembangunan pasar sayur
mayur ~

- meningkatkan akses
pemasaran hasil produksi
pertanian

- meningkatkan pendapatan

pangan, : .
petani sayur
¢. pembangunan kandang - mengembangkan usaha
. ternak peternakan pendukung
' . usaha pertanian
- meningkatkan pendapatan
: peternak dan petani sayur
d. pembangunan sarana mendorong kesadaran petani
prasarana pengolahan memanfaatkan pupuk
kompos/pupuk kandang organik;
untuk pupuk organik. '
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

PR

. Dukungan kegiatan ekonomi .

baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa/BUM Desa
Bersama.

a. Pendirian dan
pengembangan BUM
Desa/BUM Desa Bersama

- Meningkatkan usaha
ekonomi di Desa.

b. pelatthan manajemnien
usaha'BUM Desa/BUM
Desa Bersama.

- meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan pengurus
atau anggota dalam
mengembangkan usaha
ekonomi di Desa

¢. bathituan permodalan

- membantu pengembangan
usaha ekonomi di Desa.

2. Peningkatan kapasitas pelaku

usaha ekonomi Desa melalui
pelatihan dan pemagangan.

a. pelatihan pertanian
organik

b. Pelatihan penggunaan
sarana prasarana produksi
pertanian dan usaha
ekonomi lainnya

- meningkatkan keterampilan
penduduk mengelola
pertanian organik;

- meningkatkan nilai
Tambah komiditas ekonomi
lokal . o

- memberikan pengetahuan
penggunaan sarana
prasarana produksi
pertanian dan usaha
ekonomi lainnya

3. bantuan peningkatan

kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan
Desa

a. pelatihan peningkatan
kualitas musyawarah/
‘rembug warga untuk
menfungsikan kembali
tradisi lumbung padi/hasil
pertanian lainnya.

merevitalisasi tradisi lumbung
padi Desa; :

b. pelatihan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian
dan usaha ekonomi

" lainnya.meningkatkan
pengetahuan masyarakht
terhadap berbagai

meningkatkan pengetahuan
masyarakat terhadap berbagai
aneka dan cara pengolahan
hasil pertanian dan usaha
ekonomi lainnya.

#4. pengorganisasian masyarakat,

fasilitasi, bantuan hukum
masyarakat dan pelatihan
paralegal di Desa

a. pelatihan paralegal Desa

meningkatkan kemampuan
masyarakat dan Desa
menyelesaikan sengketa
hukum secara mandiri
tanpa melalui jatur
pengadilan
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b. pelatihan penyelesaian
mediasi sengketa hukum
berkaitan pengelolaan aset
Desa serta penyimpangan
penggunaan keuangan
dan aset Desa.

- meningkatkan
penyelesaian sengketa
hukum dalam penggunaan
aset Desa,

- meningkatkan pencegahan
dan penanganan korupsi

5. Soéialisasi dan edukasi

kesehatan
masyarakat.

a. Sosialisasi ancaman
penyakit di Desa .

- meluaskan pemahaman
masyarakat Desa tentang
ancaman penyakit di Desa.

b. Edukasi gerakan hidup
bersih dan sehat di Des:a.

- mendorong perilaku hidup
bersih dan sehat.

6. program/kegiatan lainya yang

sesuai-dengan analisis
kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa
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Contoh Model

: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa :

Tipologi - : Desa Daratan/ Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan
Pangan, Berkembang

Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (13 ras, Jagung)

Bidang

Kegiatan .

Tujuan

A. Pembangunan

sarana prasarana lingkungan
permukiman

1.pengembangan dan pemeliharaan

a. pembangunan jalan Desa.

.eningkatkan kualitas

i lan Desa;
( ' emudahkan akscs
| ‘rmukiman.
b. pengadaan dan - -xdorong'masyarakat
pengembangan sarana her imggungjawab

prasarana pcmbuangan
sampah Desa/ bank sampah
Desa

t--' adap pengelolaan
T "‘w’ah secara mandiri

¢. Pengadaan dan : ‘
pengembangan sarana
prasarana daur ulang
sampah

- mendorong
kemanfaatan daur
ulang sampah untuk
mengurangi
pencemaran lingkungan

2. pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana produksi dan
pemasaran hasil usaha pertanian

a. pembangunan dan
pemeliharaan saluran gasi
tersier. :

- menjamin kelancaran
pasokan air ke areal
pertanian,

- menjaga kualitas
bangunan saluran
irigasi.

b. Pembanguncm dan .
pemehharaan sarana
prasarana pembibitan
tanaman pangan

.« mendorong

.pengembangan pusat
pembibitan tanaman
pangan

- mengurar- i
ketergants ngan petani
inrhiadap - bit

potikan,

c.pembangunan dan
pengembangan sarana
prasarana pengolaian
pupuk kandang / kompos /
bank kompos.

- meyitoron;: kesadaran
masy: Kat petini
dalam n nggunakan
pupuk k. ndang/
kompos/i nk kompos;

d. pembangunan =urana
prasarana pen; - 'ahan hasil
pertanian serta ;» ngadaan

- memudal .kan akses
petani pa: '/jagung
pada pus pusat

mesin pcnpmlmgan padi penggillis;

dan mesin ponepung biji- padi/iygung;

bijian - mengurangi biivy
produksi tingg
pengolahan han.
pertanian,

e. pembangunan ruang
promosi produk hasil
- pertanian

menyediakan ruang
promosi hasil produksi
pertanian

3. pengadaan, pembangunan,

sarana prasarana kesehatan’
masyarakat

pengembangan dan pemehharaan

a. pembangunanposyandu /
poskesdes / polindes

penyediaan pelayanan
kesehatan masyarakat
Desa. .

b. pengadaan alat-alat
kesehatan untuk poskesdes
/ pohndes

Pemenuhan peralatan
kesehatan masyarakat
Desa.

¢. Pengadaan kebutuhan medis
(obat obatan.vitamin, makan
tambahan, dan lain-lain)
dalam mendukung

Pemenuhan kebutuhan
medis dala mendukung
kesehatan masyarakat
Desa.
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4, Pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan

’ .

a. Pembangunan dan
pengembangan PAUD

Pemenuhan kebutuhan
-pendidikan dasar untuk
‘anak balita/usia dini

b. pembangunan dan
pengembanganm
perpustakaan Desa

1

Penyediaan informasi
‘dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat
Desa.

c. pembangunan dan
pengembangan taman seni /
musium Desa.

- menggerakkan kembali
seni tradisi rakyat Desa;

- memfasilitasi
pelestarian seni tradisi
rakyat dan peninggalan
bendabenda purbakala
dan bersejarah.

d. memperbaiki bangunan
cagar budaya (misalnya
punden,candi, sarkofagus,
dan lain-lain)

melestarikan situs-situs
budaya.

5. pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana energi baru
‘terbarukan serta kegiatan
pelestarian lingkungan hidup

a, membangun rintisan listrik
tenaga mikrohidro, tenaga
surya, dan biogas

memaksimalkan
kemanfaatan sumber
daya alam untuk
penerangan

Desa.

6.Program/kegiatan lainya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

B.Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.Dukungan kegiatan ekonomi baik
yang dikembangkan oleh BUM
Desa/BUM Desa Bersama.,

a. pengembangan usaha
perdagangan yang dikelola
oleh BUM Desa/BUM Desa
Bersama.

- meningkatkan akses
pasar petani yang
dikelola secara
bersama-sama

- meningkatkan nilai
tambah komiditas
ekonomi lokal.

meningkatkan penyertaan
modal dt BUM Desa/BUM
Desa Bersama.

- memperkuat
permodalan BUMDesa
yang dimiliki Desa

- meningkatkan
keuntungan BUMDesa
untuk penambahan
Pendapatan Asli Desa

¢. pelatihan manajemen
perencanaan bisnis dalam
pengelolaan BUM Desa /
BUM Desa Bersama.

- meningkatkan
kapasitas pengelola
BUM Desa / BUM Desa

* Bersama.

d. pengembangan kerjasama
' perdagangan antar BUM
Desa.

- meningkatkan sumber
sumber penerimaan
Desa dengan
mengembangkan
kerjasama antar
BUMDesa;

- memperluas wilayah

" pasar dan
meningkatkan daya
tawar BUMDesa

2. Peningkatan investasi ekonomi
Desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alat
alat produksi, permodalan, :
pemasaran dan peningkatan
kapasitas melalui pelatihan dan

pemagangan.

a. pelatihan pengolahén bahan
pangan

- meningkatkan
keterampilan penduduk
di pengolahan hasil
pertanian pangan;

- meningkatkan nilai
tambah komiditas
ekonomi lokal.

b. pembentukan pos pelayanan
teknologi perDesaan untuk
penerapan teknologi tepat
guna
pengolahan hasil pertanian
tanaman pangan

- meningkatkan
kuantitas dan kualitas
pengolahan hasil
pertanian

- meningkatkan nilai
tambah komiditas




c. pengadaan induk sapi dan
inseminasi buatan yang
dikelola oleh gabungan
kelompok tani

- meningkatkan
kemandirian petani
dalam menyedialkan
pupuk kandang

- menciptakan
pendapatan tambahan
bagi petani

d. pameran hasil produksi
pengelolahan tanaman
pangan '

- mengenalkan produk
kerajinan dan industri
rumah tangga kepada
pasar.

e. pelatihan e-marketing dan
pembuatan website untuk
pemasaran hasil produksi
pertanian

- memperkuat kapasitas
strategi pemasaran
produk lokal Desa.

3. bantuan peningkatan kapasitas
untuk program dan Kegiatan
ketahanan pangan Desa

a. musyawarah/rembug warga
untuk menfungsikan
kembali tradisi lumbung
padi/hasil pertanian

imenghidupkan lumbung
Desa untuk ketahanan
Pangan

lainnya.
b. pelatihan teknologi tepat meningkatkan
guna pengolahan dan pengetahuan masyarakat

penyimpanan bahan pangan
hasil pertanian.

tentang teknologi
pengolahan hasil
pertanian untuk
ketahanan pangan.

4. pengorganisasian masydrakat,
fasilitasi, bantuan hukum .
masyarakat dan pelatihan paralegal
di Desa

a. pelatihan paralegal Desa.

meningkatkan
kemampuan Desa
menyelesaikan sengketa
hukum secara mandiri
tanpa melalui jalur
pengadilan

b. pelatihan penyelesaian
mediasi sengketa hukum
berkaitan pengelolaan aset
Desa serta penyimpangan
penggunaan keuangan dan .
aset Desa.

- meningkatkan
penyelesaian sengieta
hukum dalam
penggunaan aset Desa.

| - meningkatkan

pencegahan dan
penanganan korupsi

5. promosi dan edukasi kesehatan
masyarakat serta gerakan hidup
bersih dan sehat.

sosialisasi dampak negatif
pupuk kimia terhadap
kesehatan manusia

| Meningkatkan

pencegahan dampak
negatif pupuk kimia,

6. peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian
lingkungan hidup .

pelatihan pemanfaatan limbah
organik rumah tangga dan
pertanian serta limbah
peternakan untuk energi
biogas '

pengembangan energi
alternatif untuk
pengolahah hasil
pertanian

7. program kegiatan lainya yang
sesuai dengan kondisi Desa dan
telah diputuskan dalain '
Musyawarah Desa.
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Contoh Model
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan :
Desa :
Tipologi
Produk Unggulan : Desa Wisata

: Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju

! Priorités Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Bidang

Kegiatan

Tujuan

A. Pembangunan Desa

dan pemeliharaan infrastruktur
lingkungan permukiman

1. pembangunan, pengembangan -

a. pembangunan tembok laut
kkawasan wisata laut

- memperkuat Tebing /
bibir pantai lokasi wisata
pantai;

- mengurangi ancaman
abrasi erosi pantai;

- mengembangkan
keindahan kawasan
pandang pantai.

b. rehabilitasi dan

pemeliharaan jogging track
wisatawan.,

- meningkatkan
kenyamanan
wisatawan.

|- meningkatkan

kesehatan warga
masyarakat Desa.

2. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana dan
prasararia kesehatan
masyarakat

+

a: pembangunan tambahar.[
ruang rawat inap Poskesdes
(posyandu apung/perahu).

- mengembangkan
fasilitas layanan
kesehatan untuk
masyarakat dan
wisatawan.

- menyiapkan unit

' untuk penanganan
darurat.

b. rehabilitasi dan
penambahan
unit fasilitas jamban publik.

- memberikan kenyamanan
fasilitas
publik

- mengurangi perilaku
masyarakat dan
wisatawan BAB
sembarang

¢. pengadaan tambahan
peralatan kesehatan untuk
poskesdes

- melengkapi
kebutuhan sarana
prasarana kesehatan.

3. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana dan
prasargna pendidikan, sosial dan
kebudayaan

a. membangun panggung
hiburan di ruang publik
pantai; '

- menyediakan arena
untuk atraksi seni
budaya di kawasan
pantai.

b. penambahan bahan-bahan
promosi dan buku
pendidikan ,
tentang pantai dan laut,

- mencukupi
kebutuhan informasi
dan pengetahuan
wisatawan tentang
terumbu karang,
penyu, ikan dan jenis
flora/fauna laut
lainnya terkait paket
wisata pantai dan laut;

c. membangun fasilitas
penunjang acara tradisi
“sedekah laut”.

- menyediakan ruang
terbuka yang aman
dan nyaman bagi
kegiatan budaya lokal
-yang memiliki nilai wisata;
- mendorong interaksi
sosial dan budaya
lokal tetap terjaga;

4. pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, meliputi
pembangunan
dan pemeliharaan sarana

a. membangun pusat
budidaya, pembenihan dan
keramba ikan kerapu,
konservasi tuk‘ik penyu dan

- mendorong
kemampuan nelayan
budidaya untuk
mencukupi




.

produksi dan distribusi

produksi ikan,

- mengembangkan
tempat konservasi dan
fasilitas paket wisata

- mendorong
meningkatnya
pendapatan :
petani/nelayan dan
sekaligus PADes.

b. rehabilitasi dan perluasan
tambatan perahu.

- membuka akses dan
meningkatkan
produksi tangkapan;

- meningkatkan
pelayanan wisata
memancing;

- mendorong
meningkatnya PADes,

¢. rehab pasar ikan milik Desa

- meningkatkan
pelayanan transaksi
hasil laut; C

- mengembangkan
potensi interaksi
warga-wisatawan
untuk membeli
produksi laut segar;

- mendorong
meningkatnya PADes.

5. pembangunan dan
pengembangan sarana-
prasarana energi terbarukan
serta kegiatan
pelestarian lingkungan hidup

a. pelestarian/perlindungan
penyu dan terumbu karang

- melestarikan penyu

- melestarikan terumbu
karang;

- meni.ngkat.kanl
kemanfaatan aset
Desa.

- mengembangkan
palcet wisata bahari

- meningkat.kaﬁ PADes

b. pémbibitari/ penanaman
cemara laut dan bakau.

- mengurangi resiko
pengikisan pantai,
bencana perembesan
air laut ke sumur
warga dan penahan
alami bencana
tsunami;

- mengembangkan

paket wisata bahari
- meningkatkan PADes

c. pengadaan sarana
prasarana pengelolaan
sampah terpadubagi rumah
tangga dan kawasan wisata;

- menyediakan Kebutuhan
perlengkapan pengelolaan
sampah rumah tangga.

- mengolah sampah dan
menjadikan nilai guna
limbah untuk
pengembangan energi
dan kepentingan lain.

6.program kegiatan lainya yang
sesugai dengan kondisi Desa dan
telah diputuskan dalam
Musyawarah Desa dan
Musyawaralt Perencanaan Desa,

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

l.peningkatan investasi ekonomi
Desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan
alatalat produksi, permodalan,
dan peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan
pemagangarn

a. Pelatihan benih kerapu,
tukik
dan budidaya cemard laut
dan
bakau.

| - meningkatkan

pengetahuan dan
keterampilan
budidaya hasil laut
dan konservasi.

- mendorong
produktivitas ekonomi
budidayva laut dan
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b. Kursus/ pelatihan kerajinan

tangan berbahan baku
limbah

laut (kerang, kayu, bakau
dan :
cemara laut). !

- meningkatkan nilai
ekonomi bahan baku
lokal.

- meningkatkan
keterampilan
membuat kerajinan

.tangan berbahan

. lokalr

&. pelatihan klolliner dan - meningkatkan
pengembangan makgnan pengetahuan dan
lokal kuliner,

sebagai komoditas strategi
ekonomi-wisata

. L

- memproduksi olahan
hasil laut dan
sejenisnya sebagai
penunjang sektor
wisata.

2. dukungan kegiatan ekonomi
baikyang dikembangkan oleh
BUM Desadan/atau BUM Desa
Bersama, maupun oleh
kelompok danlembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya.

a. pelatihan kegdirausahaan
Desa untuk pemuda,

- mendorongtumbuhnya
minat kewirausahaan
bagi kalangan pemuda
Desa.

b. pengembangan bisnis dan
pemetaan kelayakan
BUMDesa dan BUMDesa
Bersama. '

- mendorong pemerintah
Desa, BPD dan
masyarakat Desa
mengetahui posisi
strategis unit bisnis
yang akan dikembangkan
melalui BUMDesa
dan/atau BUMDesa
Bersama.

3. bantuan peningkatan .
kapasitas untuk program dan
kegidtan ketahanan pangan

musyawarah/rembug warga

untuk menfungsikan kembali

tradisi lumbung padi/hasil
pertanian lainnya.

menghidupkan kembali
tradisi ketahanan pangan
dengan mengembangkan
lumbung padi.

)

4. pengorganisasian masyarakat,
fasilitasi, bantuan hukum
masyarakat dan pelatihan
paralegal di Desa

a. pelatihan paralegal

melatih keterampilan
warga Desa untuk
memetakan dan }
menyelesaikan masalah
melalui jalur di luar
pengadilan.

b. pelatihan penyelesaian
mediasi sengketa aset. di
Desa untuk warga Desa,

melatih keterampilan bagi
warga Desa-tentang
penyelesaian sengketa
aset di Desa, ]

5. promosi dan edukasi Kkesehatan
masyarakat serta gerakan hidup
bersih dan sehat.

a. festival makanan olahan
hasil laut

- mengangkat keunggulan
ekonomi menu laut;

- sebagai ruang promosi
produk olahan
makanan berbasis
potensi lokal,;

- mendorong gaya
hidup sehat ala
pesisir.

b. lomba melukis/menulis
keindahan alam dan hidup
bersi dan sehat “anak
pantai”.

- mengenalkan pola
hidup bersih sejak
dini kepada anak dan
orang tua;

| - mencari bakat anakanak

pantai;
- paket wisata.

6. dukungan terhadap kegiatan
pengelolaan pantai untuk
kepentingan Desa;

a, pelatihan pengolahan hasil
laut dan pantai untuk
petani
budidaya dan nelayan’
tangkap;

membekali keterampilan
pengolahan sunber daya
laut dan pantai untuk

para petani dan nelayan

b.membentuk/memperbaharui

kelembagaan lokal untuk

menjaga kelestarian pantai

dan laut termasuk bakau,

mendorong berfungsinya
kembali kelembagaan

lokal Desa yang memiliki
peran terhadap produksi
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wilayah
tangkap dan pelestarian
lingkungan laut.

lingkungan laut, -

7. program Kegiatan lainya yang
sesuai dengan kondisi Desa dan
telah diputugkan dalam-

Musyawarah Desa.
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TAHUN 2017 ,
TANGGAL TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA UANG HARIAN

APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BPD

1. TRANSPORT PERJALANAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA

DAN BPD:
Besaran Uang (Rp)
No Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Sangadi dan | Perangkat Desa
Ketua BPD dan Anggota
v % BPD
1 | Dalam Wilayah Kecamatan ! 35.000,- 35.000,-
5 Dalam W11ayah Kabupaten Bolaang Mongondow radius . 70.000,- 70.000,-
sampai dengan 25 km C
Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow radlus ‘
3 | diatas 25 km sampai dengan 50 km 80.000,- 80.000,-
4 Dglam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow radius 100.000,- 100.000,-
diatas S0 km
, 500.000,- 500.000,-
5 | Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara Dibayar Dibayar
‘ ‘ secara Riil secara Riil
i 5.000.000,- ’5.000.000,-
1 -6 | Luar Daergh Provinsi Sulawesi Utara , Dibayar Dibayar
. : secara Riil secara Riil
.. Khusus Desa Kolingangaan dan Desa Pomoman ke 200.000 200.000
Kecamatan ' -
’ 2. UANG HARIAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS UNTUK
APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BPD
' ' Besaran Uang (Rp).
No Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Sangadi dan Perangiat Desa dan
Ketua BPD Anggota BPD
1 | Kecamatan o 75.000,- 50.000,-
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow AT 150.000,- 100.000,-
5 | Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi . 300.000,- 250.000,-
Utara
4 | Luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara 750.000,- 750.000,-

3. KHUSUS PERJALANAN DINAS UNTUK BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
LUAR DAERAH PROVINSI :

. Besaran Uang (Rp)

No |, Uraian Setiap Peserta
1 | Kontribusi | Rp. 4.500.000,-
2 | Transport Lolak ke YBandara- Pergi Pulang (PP) Rp. 900.000,-
3 .| Transport Pesawat - Pergi Pulang (PP) " Rp. 5.000.000,-
4 | Uang Harian @ 750.000,-/Hari x 4 hari Rp.3.000.000,-




i 4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI DAN LUARIDAERAH
DALAM PROVINST .
NO  TEMPAT TUJUAN © BESARAN UANG (Rp)
, | DKIJAKARTA 500.000
2 | JAWA BARAT 500.000
3 | JAWA TENGAH | ' 500.000 °
4 | JAWA TIMUR 500.000
5 | D.I YOGYAKARTA  500.000
6 |BALI - 500.000
7 | SULAWESI SELATAN 500.000
8 ' | MANADO ' _400.000 |
9. |BITUNG - | . 400.000

10 | TOMOHON - 400.000

i 11 | MINAHASA - 400.000
12 | MINAHASA UTARA 400,000 °
13 | MINAHASA SELATAN . 400,000
14 | KEPULAUAN SITARO 400,000
15 | KEPULAUAN SANGIHE o 400.000 '
16 | KEPULAUAN TALAUD ' , 400.000

Keterangan .;

1. Biaya penginapan perjalanan dinas dibayarkan secara riil

2, Satuan biaya penginapan perjalanan dinas, men;upakanE patokan batas tertinggi yang
menjadi dasar pembayaran. f v'j ’ |

3. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakén'fasilitas penginapan, maka kepada

yang bersangkuta diberikan blaya pengmapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus)

dari tarif dalam tabel ini,
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4. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), yang berakibat kerugian yang diderita bagi negara, -
bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. '
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL TAHUN 2017
TENTANG : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS
R ‘ KOP NASKAH DINAS
_' _,,'—:/A
LAMBANG DAERAH
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Perjalanan Dinas Jabatan SRR e, e '
I. Pendahuluan.
A. Umum/latar belakang
B. Landasaﬁ Hukum
C. Maksud dan Tujuan
II. - Kegiatan yang dilaksanakan
III.  Hasil yang dicapai
V. Kesiiﬁpulan dan Saran
V. Penutup
DIibUat'dl vveveeeieieeeereieeecneas -
Pada tanggal ......cocovvviviiinininiinnnns
Pelaksana SPD
Nama ....cccoeevnnnnn.




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

' NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL TAHUN 2017

<)

’ TENTANG % LAPORAN HASIL PELAKSAN.AAN TUGAS
i R KOP NASKAH DINAS
(V)
LAMBANG DAERAH
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pérjalanan Dinas Jabatan ..................... e,
f '
o L. Pendahuluan,
. A.Umum/latar belakang
B. Landasan Hukum .
C. Maksud dan Tujuan
1. Kegiatan yang dilaksanakan
' III.  Hasil yang dicapai
IV.  Kesimpulan dan Saran
\% Penutup
|
Dibuat di cooveveereiviiiiiiiiiineeeeniiiiin
Pada tanggal ...ccccvvvvvvvieereienninnonnn
Pelaksana SPD

----------------------------
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

TANGGAL -

TAHUN 2017

T‘E’Q__NTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kode Rekening

] =

Bidang

Bidang Penyelenggaraan Pemerintihan

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tun)Jan

Operasional Perkantgran

Operasional BPD

ot |
B N[ e

QOperasional RT/RW

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Perbatkan Saluran Irigasi

Pengaspalan jalan Desa

[ SRS RS}
[

(Y]

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban =~ . - - |

LI e
—_—

Kegiatan ._........o.ooooiiiiiiniiiiiai e -

A

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan .

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Kegiatan ..............c.. 0l

Bidang Tak Terduga

hl

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

"

Kode Rekening Pendapatan dan Belanja

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi

vt { ot [t | g | pa

JEDY UG U

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -

Pandapatan Traasfer

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa -

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

N[NNI

Wil |||

Bantuan Kabupaten/Kota

-

Pendapatan Lain-Lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak keti ga ‘yang tidak mengikat

[FER R VSR [ V]

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Belaéja Co--

Belanja Pegawai

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat

LSHRSIRS] LRSS

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan BPD :

—

Belnnjé Barang

—

Upah Kerja

Honor

LSRN SIESTE S

NN (N

Alat Tulis Kantor

<)

<)




Benda Pos

Pakaian Dinas dan Atribut -

-Pakaian Dinas_

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

Pemeliharaan

Air, Listrik, dan Telepon™

Penggandaan

Komsumsi Rapat =

Bahan Pelatihan

rarafrofrafrafrolrarolrolro]rol

ISIISTINIISITNT IS IS TN Y I Y

Obat-obatan

Sewa

“Belanja Modal

Komputer

Meja dan Kursi

Mesin TIK

- NI | -

Semen

Material

Aspal -

Pasir

NININININININ(N(N

Wl Wl w |t

[= B RN K N KVT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

[ORR LON } LUVY SOV [ 9V}

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

w

Pengeluaran Pembiavaan

W

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
.PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

SANGADI (nama desa)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RANCANGAN PERATURAN DESA (nama desa)
' NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
. ANGGARAN ,PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...... .

+ "' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI (nama desa)

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan
Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2015 tentang
Pedoman  Pengelolaan ' Keuangan Desa, Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa; -

b. bahwa Rancangan Peraturgn Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dgn disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa, 4

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa (nama desa) tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa
(nama desa) tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Tahun Anggaran vieveens ;




)

)]

.

Mengingat

10.

.Uﬁdang-’Undang Nomor 29 Tahun .1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1882); '

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Rep‘ublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara -Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubh Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, ’I‘ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); \
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran’
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 'tentang De'sa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan ' Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana’
Desa yang bersumbet dari Anggaran Pendapatan‘ dan

K




)
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Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
© 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indgnesia Tahun
2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran- Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5558); '

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Herita Negara
Tahun 2014 Nomor 32); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2'014 Nomor 2091});

Peraturan Menteri Dalam- Negeri Nomor: 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaap Keuangan Desa (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Deésa,;

Peraturan Daerah Kabupaten IBoleiang Mongondow Nomor
24 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah  Kabupaten Bolaang  Mongondow Tahun .
Anggaran 2016; ’

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2017;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun
2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2017;
Peraturan Bupati Bolaang Mbngondow Nomor .... Tahun.
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun

Daerah 'Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017
Nomor....);

Dengan Kesepakatan Bersama

‘BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)

dan,
SANGADI (nama desa)

. MEMUTUSKAN;

RANCANGAN PERATURAN DESA (nama  desa)
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN .........c..... (diakhiri tanda
titik)

)




.)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian
sebagai berikut: ' |
1. Pendapatan Desa - Rp o

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa’ o Rp ................... wevreasns
b. Bidang Pembangunan ' | Rp ......
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan . Rpeviviiiiiviiiiiin
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Rpi v, tevees '
e. Bician’g Tak Terduga 153 < YOTTTT T |
Jumlah Belanja R]:').; ...........................
Surplus/ Defisit ' 153« JRT

3. Pembiayaan Desa ' o

a. Penerimaan Pembiayaan - | Rp. ....... feeen
). b. Pengeluaran Pembiayaan . RD. eveeviniiiiiiiiiiiiiinnnn,
Selisih Pembiayaan (a - b)) Rpiviiin,

Pasal 2

+ Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa

ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meruppkan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. |
" Pasal 4
Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi dan/atau Keputusan Sangadi guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

©

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -/

_ ¥ :
I




; Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris

. : - }
Desa. ' :

| Ditetapkan di (nama desa)
‘ pada tanggal ...

% . T ' SANGADI(nama desa) ,

'
+

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di (nama desa)
pada tanggal..................

 SEKRETARIS DESA (nama desa) ,

............................................

Catatan:

1. Penulisan semua produk hukum menggunakan Jems huruf Bookman Old
Style ukuran 12 di atas kertas F4/Legal

Ut

)

<«
e




: LAMPIRAN PERATURAN DESA (nama desa)
NOMOR ST TAHUN.........
TANGGAL : (tanggal di tetapkan)
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN....,,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (nama desa)
TAHUN ANGGARAN.......

PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN .........

KODE | ' URAIAN ANGGARAN | KETERANG

REKENI | - (Rp.) . AN
NG | |
1 2 | 3 . 4
PENDAPATAN i

Pendapatan Asli Desa
111 Hasil Usaha
11 2| | Swadaya, Partisipasi dan Gotong

—t s | =t |

Royong !
1 | 1| 3| | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
.| | [sah B '

1 ]2 Pendapatan Transfer
‘- 1 [2]1 Dana Desa

1 | 2| 2| |Bagian dari hasil pa_lak & retribusi /
i daerah kabupaten/ kota -

1 12/ 3| |Alokasi Dana Desa

1124 Bantuan Keuangan

1 | 2i{ 4 1| Bantuan Provinsi ‘

1 | 2[ 4| 2| Bantuan Kabupaten / Kota

—

Pendapatan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak
ketiga yvang tidak mengikat

1 |3/ 2| | Lain-lain Pendapatan Desa yangsah | ¢

—
Wil
—

JUMLAH PENDAPATAN.

2 BELANJA
2|1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa .

2 |11 Penghasilan Tetap dan ’I‘unjangan
2 | 1] 1| 1| Belanja. Pegawai: .

- Penghasilan Tetap, Sangadl ' dan |
Perangkat :

! i
- Tunjangan Sangadi dan Perangkat a ‘

- Tunjangan BPD
2 1 1] 2] | Operasional Perkantoran . 1
2 | 1] 2] 2| Belanja Barang dan Jasa
i - Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut . )

M




w)

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas:

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dan Telepon

- Honor

2 | 1{ 2| 3| Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

2 |11 3] | Operasional BPD
2

1| 3| 2| Belanja Barang'dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW !

4
‘ 2 | 1| 4| 2| Belanja Barang dan Jasa

- ATK

'| - Penggandaan

- Konsumsi Rapat

l"

= dSt e, ,

2 12 Bidang Pelaksanaan Pembangunan-
Desa

2 12| 1 Perbaikan Saluram Irigasi

2 | 2| 1| 2| Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor . '

2 | 2| 1| 3| Belanja Modal

- Semen

- Material

12 12/2 Pengaspalan jalan desa

2 | 2| 2| 2| Belarija Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

2 | 2| 2| 3| Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

2 12|13 Kegiatan .................................

213 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Ll

v
v
)
# o
f 1
1
s




A

: 2 | 3| 1| | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan '’
Ketertiban '

2 | 3| 1] 2| Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih..

- Konsumsi

- Bahan Pelatih_‘an

2 | 3| 2| | Kegiatan......... erreereians

2 | 4] | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 | 4| 1| | Kegiatan Pelatihan Sangadi dan ,
Perangkat

2 | 4] 1] 2| Belanja Barang dan Jasa.

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan' .

2 | 4] 2| |Kegiatan............. et o

Bidang Tak Terduga

5
2 | 5] 1| | Kegiatan Kejadian Luar Biasa
5| 1| 2| Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

2 | 512 Kegiatan.........cooviviinininnnns

JUMLAH BELANJA !

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan A

SILPA

2 Pencairan Dana Cadangan

wlwiwlwlw
=t |t [ b | s
—

3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP) _

W
N

Pengeluaran Pembiayaan

.2| 14 |'Pelmbentukan Dana Cadangan .

3 12| 2] | Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

L |

- DISETUJUI OLEH
SANGADI ..oovviviiinninin
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: ¢
B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA tivvvveieeeiinns vevree KECAMATAN L.iiiieeiiiin e

TAHUN ANGGARAN .
1. Bidang | D i SETTTTTIOS e
2. Kegiatan e
3. Waktu Pelaksanaan o erearanen ' '

Rincian Pendanaan

---------------

NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH
- SATUAN .| . (Rp.)
" (Rp.) _
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.) B
EEPTRUPIUR ,tanggal .o,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

------------------------------------------

Cara pengisian :

Pelaksana Kegiiltan
3 .

-------------------------------------------

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rel::: mlg sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut :

4. kolom 2 diisi dengan urdian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. :

6. kolom 4 diisi dengan'. harga satuan yang merupakan besaran untuk
membayar orang/ barang '

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan.kolom 4.

U




C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
‘BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

L]
3

A

DESA.................... KECAMATAN....c.ccoveiiniinnnns
TAHUN ANGGARAN. ...,
1. Bidang — - -
2. Kegiatan :
’ Penerlmaan (Rpi Pengeluaran(Rp.) Jumlah Saldo
No. | Tanggal Uraian Dari Swadaya I\gﬁg gzlra;rga Belanja Pengembalian| Kas
Bendahara { Masyarakat d € | Modal | ke Bendahara| (Rp.)
N EUIL N AR I : an Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya

Jumlah

Total Penerimaan

Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

Cara pengisian:
Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

WRNAGNAWND =

10.
11.

-Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transakst.
Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 9 diisi dengan jumiah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

-

....................

Pelaksana Kegiatan

L]

«




-}

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) -

DESA ... KECAMATAN ....ooovvvvvnnn, e rrieeens

TAHUN ANGGARAN .....covvvennns '
1. Bidang® :%....... O
2. Kegiatan @ ....oooovivivinininnnnnn.
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA
' ANGGARAN S.D.YG | SEKARANG SAMPAI DANA :
LALU ' SAAT INI ;
(Rp.) (Rp.) (Rp.) Rp.)_ .| (Rp)
JUMLAH ) ', |
AN e —— ,tanggal oo
;. Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

.....................................................................................
'

Setujui untuk dibayérkan - ', Telah dlbayar lunas
Kepala Desa . Bendahara

I I I R N R I I A I I I IR I I I RS I ) D N N RN R R RN

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan k:laszf ikasi kelompok belanja
desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor yrut,

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya. ' : .

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. .

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

Nk N

0 ® N




E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ........ e KECAMATAN ..o

1. Bidang ..o | . " '

2. Kegiatan i ............. e
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
L (Rp.)
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana

terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai
- peraturan'pefundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

----------------------------

----------------------------------

R

Cara pengzszan , "

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klaszﬁkas.i kelompbk
belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekenmg sesual .dengan urutqn kegiatan
dalam APBDesa

Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan penenma pembaydran yang ada di bukti belanja
Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

N

NO Gk




F. FORMAT PENATAUSAHAAN
1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penenma kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transakst penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diist dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diist dengan nomor bukti transakst

Kolom 8 diist dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Sangadi, wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

DESA ......... S e i KECAMATAN ..ot
TAHUN ANGGARAN ...,
) NO JUMLAH SALDO
No. |Tgl| o KODE‘G URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | pykT | PENGELUARAN
. REKENIN (Rp.) (Rp.) : KOMULATIF
1 |2 3 4 5 6 7 8 - 9
JUMLAH Rp. Rp. )
. T ,tanggal ..................0.
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
SANGADI, .




2. Buku Kas Pembantu Pajak

o}
«

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

)

i DESA .ooiicieieeeeeeen ... KECAMATAN oo
- TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN - PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
, (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
................ ,tanggal ...l
MENGETAHUI . BENDAHARA DESA
SANGADI,

Cara Pengisian :

Kolom ldiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

4
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3. Buku Bank Desa
BUKU BANK DESA
DESA ., KECAMATAN i
TAHUN ANGGARAN .........

BULAN
i BANK CABANG
REK. NO.
TANGGAL | paran - BUKTI PEMASUI;?JTVFA PENARIKAPENGELUARAN BIAYA
L& g
No. TR_ANISAKS 'TRANSAKSI | TRANSAKSI SEZQOR)AN BANK N P ;I‘?JA)K ADMINISTRAS | SPALDO-
. - i Ro) | (Rp) | ™ I{Rp.)
1 2 3 ' 7 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
L s -, tanggal ...l T
MENGETAHUI : . . BENDAHARA DESA,

SANGADI,

Cara Pengisian : .
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. '
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. :

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. -
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. -
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

‘Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
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G. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Ahggaran Pendapatah dan
" Belanja Desa (Semester Pertama) ‘

i

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA :
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN........ Lt

KODE

URAIAN -

JUMLAH

LEBIH/

Sangadi dan Perangkat

JUMLA KET.
REKENI ANGGAR H KURA
NG AN REALIS G
{(Rp.) - ASI (Rp.)
R (Rp.)
1 2 .. 3 4
1 PENDAPATAN .*'
111 Pendapatan Asli Desa
1{1]1 Hasil Usaha
11 1{2| | Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong
1| 1} 3| | Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah
1]2 Pendapatan Transfer
112(1 Dana Desa.
1| 2| 2| | Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah
kabupaten/ kota y
1| 2| 3| | Alokasi Dana Desa !
112/ 4 Bantuan Keuangan
1] 2} 4] 1{ Bantuan Provinsi
1| 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten /
Kota :
1/3 Pendapatan Lain - lain
1131 Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga yang
tidak mengikat
1| 3| 2| |Lain-lain Pendapatan '
Desa yang sah .
JUMLAH PENDAPATAN..
2 BELANJA 1
2]1 Bidang Penyelenggaraan :
Pemerintahan Desa
2| 1| 1} | Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
2| 1] 1] 1| Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap

- Tunjangan Sangadi dan
| Perangkat




)

-)

73}

)

[\

Operasional Perkantoran

[\

[\

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian ‘*Dinas dan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan |

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dan Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Kqmputer

- Meja dan Kursi

1\

Operasional BPD

wW{w

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Ogerasional RT/-RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Komsumsi Rapat

~dst......... RTTTPTTTRTITPIeTey

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 1 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja
- Honor
-dstiiii,
2 1 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst............
2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor




)
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»

Bidang Pembinaan

| Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:.

- Honor Pelatih

- Konsumsi

Kegiatan......o.coovvvinniiinnn.

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
Sangadi dan Perangkat

Belanja Barang dan
Jasa: :

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

mdstiiiinn .

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor Tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

Kegiatan.....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /' DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

WlW|W

SILPA




L

d)
“

L))

Hasil Kekayaan Desa
Yang dipisahkan

JUMLAH (RP)_

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan.-Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desd

JUMLAH (RP ]

DISETUJUI OLEH
SANGADI ..o,
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2. Laporan Realisasi

Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

l

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN,,
. BELANJA DESA °
SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH DESA............ .

TAHUN ANGGARAN.............

KODE
REKENI
NG

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH
REALISASI

(Rp.)"

LEBIH/
KURAN
G

(Rp.)

KET

1

>

3

PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA ) °

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa__

Hasil Usaha

b |t ] |
—

Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan
Asli Desa yang sah

-Pendapatan Transfer

Dana Desa

NN
N— )

‘kabupaten/ kota

Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

— (===
N[NNI
HibIPIW

Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten /
Kota

Pendapatan Lain lain

—
WiWw

Hibah dan Sumbangan
dari pihak katiga yang
tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Sangadi dan Perangkat

- i i dan




v
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- Tunjangan BPD .

Operasional Perkantoran

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan" :
Atribut Y

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dan
Telepon .

- Honor

Belanja M'odal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

N

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

- dst......... aens v .

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

- dst

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa |

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kérja

- Honor

Belanja'Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan desa

NN

NN
NN

Belanja Barang dan Jasa

1 A 5.4




)

")
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Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

]

N

.........

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang da
Jasa: :

- Honor Pelatih ’

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Kegiatan.. .:. e

Bidang Per’nberdayaan'
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
Sangadi dan Perangkat

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Kegiatan....................

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan
Jasa;

- Honor Tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

Kegiatan........co...ocuvuu.s

JUMLAH BELANJA

e

SURPLUS / DEFISIT




)

11 SILPA

112 Pencairan Dana
Cadangan

31+1} 3| | Hasil Kekayaan Desa
Yang dipisahkan

| 4 JUMLAH (RP)

wWiWw

3|2 Pengeluaran
Pembiayaan

3|2| 1{ | Pembentukan Dana :
Cadangan

3| 2{ 2| | Penyertaan Modal Desa '
. JUMLAH (RP)

_ . DISETUJUI OLEH
. + SANGADI ..o,

»)
E)

w

P
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H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA

SANGADI (Nama desa) .
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama desa)
NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

[} Y .
LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

' TAHUN ANGGARAN..........

v

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI (Nama Desa),

»)
v

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3)
: , Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa, perlu rhenétapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa

( Nama desa) Tahun Anggaran........ ;

1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daecrah-Daerah:Tingkat 1I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822)',"' )

2. Undang-Undang Nomor '17- Tahun' 2003 tentang
Keuangan Neégara (Lembaran Negara ' Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan °
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



o)

v

#)

'.)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7,(Tambahan Lembaran' Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan “
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang :Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas ‘Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negar'a Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
R'epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 ’I‘ahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

~ Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

10.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Requlik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor' 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Dbersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11,

12

13.

14.

Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
.(Berita Negara Republik Indone31a Tahun 2014 Nomor
32); : ' :

Peraturan Mentem Dalam Néegeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturgn di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 2091); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun .
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menten Desa dan Percepatan Daerah

Tertinggal Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan



n
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I

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri .Keuangan" -+ Nomor
247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa; '

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupatenl Bolaang
Mongondow Tahun Anggaran 2016);

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ....
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa  Setiap Desa di
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016;
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ...
Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran T‘unjangan
Penghasilan ’I‘etap Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2016;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ....
Tahuin 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
2016;

Peraturan Bupati Bolaang. Mongondow Nomor ...
Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Dderah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2016 Nomor....)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN'DESA (Nama desa)

Menetapkan

dan |
SANGADI (Nama desa)

MEMUTUSKAN :

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama desa)
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Nama desa) TAHUN ANGGARAN
20........ MENJAD! PERATURAN. DESA (Nama
desa) TENTANG C LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama desa)
TAHUN ANGGARAN 20........ (diakhiri tanda titik)

Pasal 1

Anggéran Pendapatan dan Bélanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan

)
rincian sebagai berikut:

14

1. Pendapatan Desa - Rp., ....... e

N Dalawmian Maan
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-

b. Bidang Pembangunan : Rp

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan , ‘ Rp...ooodviinnn.
d. Bidang Pemberdayaan Masya}al_{at .1:' , Rpiviiiinii,
e. Bidang Tak Terduga o b RD.oiiiiriiieiennse,
Jumlah Belanja S | . RDuvoiiiiiiiiiiiieie
Surplus/Defisit ' _ | Rp..‘.' ..................

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan , Rp. oo,

b. Pengeluaran Pembiayaan | ; Rp. voveveiiiieiinneee,

Selisih Pembiayaan (a-b) ' |53 o
* Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pe’ndapatan

dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud?asal 1, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran [ ;- Laporan | Pertangguhgjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran ....... -

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31
Desember 20... : ,
3. Lampiran Il : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke desa.

ll Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpiéahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan : pengundanéan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh

Sekretaris Desa,

Ditetapkan di (Nama desa)
pada tanggal .................

SANGADI(Nama desa) ,

(....tanpa gelar dan pangkat)

Catatan:



vl

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 20.....
TANGGAL ' .
TENTANG @ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN APBDesa TAH['JN ANGGARAN

------

LAPORAN PERTANGGUNGJ AWABAN REALISASI PELAKSANAAN *APBDesa
PEMERINTAH DESA «.......... N
TAHUN ANGGARAN............. PR

LEBIH/

KODE URAIAN ANGGARAN | REALISASI KET
REKENING : ' KURANG
:(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 ', 3 4 S 6

PENDAPATAN 4
Pendapatan Asli Desa ' |

Hasil Usaha O

WP U U U
— = = |
—_

2 Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan
Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

NINININ

Bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah
kabupaten/ kota

N =

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

1 | Bantuan Provinsi

[Ury P FOTR e
I3
INFNENI®

2 | Bantuan Kabupaten /
Kota

Pendapatan Lain lain -

Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga yang
tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan !
Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Sangadi dan
Perangkat

- Tunjangan Sangadi
dan Perangkat




L}]

2

I

LY

Operasional
Perkantoran

Belanja Barang dan
Jasa

F

- Alat-Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan |
Kebersihan

- Perjalanan Dinas-

- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dan
Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi .

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan
Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Operasiorial RT/ RW

Belanja Barang dan
Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapa

- dst....... e eeeries
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Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

‘Perbaikan Saluran

Irigasi

Belanja Barang dan jasa_

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material.
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Belanja Barang dan
Jasa : :

~ Upah Ke;rja

- Honor

Belanja. Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst i,

Kegiatan.,,...................

WiW

Bidang Perhbinaan |
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang da
Jasa: :

- Honor Pelatih

- Konsumsi

{ - Bahan Pelatihan

[\

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
Sangadi dan Perangkat -

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga
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Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor.tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
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JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

1 SILPA

WL (W
e L [

2 Pencairan Dana
Cadangan

w
W

Hasil Kekayaan Desa
Yang dipisahkan

; JUMLAH (RP)

NN

Pengeluaran
. Pembiayaan

3 (211 Pembentukan Dana : i 3
Cadangan '

3 2 Penyertaan Modal Desa

} JUMLAH ( RP )

- TANGGAL ..o

(SANGADI ..............)
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LAMPIRAN Il PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 20...
TANGGAL ; ' ;
TENTANG :LAPORAN | PERTANGGUNGJAWABAN REEALISASI

PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN. ..

- LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1
(Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)

[. ASET DESA
A. ASET LANCAR
1. Kas Desa : ' .
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa
2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

C. dst...... .
JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR

1. Investasi Permanen

- Penyertaan ~Modal Pemerintah
Desa

2. Aset Tetap

- Tanah

- Peralatan dan Mesin

- Gedung dan bangunan

- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst....... ’

3. Dana Cadangan

- Dana Cadangan '
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

[I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I1-11)

TANGGAL «ocvvevvvennannnn VTP
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Penjelasan tabel:

1.

*
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Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas ‘beban ' Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pthak yang mengelola

kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan
akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (sati) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut. '

. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah

desa yang dinilai dengan uang batk berupa uang kertas maupun
surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel,
materai, deposito, giro.

. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa °

dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana yang relatzf besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

. Kewajiban adalah utang yang tzmbul karena adanya pinjaman oleh

Pemerintah.

. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

desa.

)

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada
pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

i
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LAMPIRAN IIT PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL |
TENTANG - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

. APBDesa TAHUN ANGGARAN.,

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAE}'Q.AH YANG MASUK KE DESA

v

Tanggal ... , '
Desa e !
Kecamatan . ...,
Kabupater} ............
N Jenis Lokasi Rincian Volumeé Satuan Sumber Jumlah
©: Kegiatan Kegiatan Kegiatan ' L Dana (Rp)
II
Sub Total Jenis
Kegiatan (1) Rp.
)
Sub Total Jenis
Kegiatan (2) Rp.
Sub Total Jenis
Kegiatan (3) Rp.
Sub Total (4) .| Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
tanggal, «..coocovennen,
SANGADI....



R)

LAMPIRAN {il PERATURAN BUPATI BOLAANG MOGONDOW ‘ '
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL:

TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA oo KECAMATAN.. .........cooen
TAHUN ANGGARAN..............o
I, Bidang e
2. Kegiatan e .
3, Waktu PL|'\|\\d|\ddn .....................

Rinciap Pendanaan' : '
v . L]
N Kode PAGU PENCAIRAN PERMINTAA JUMLAH SISA DANA
o Rekenin URAIAN | ANGGA S.D YG LALU N SAMPAI
& RAN : SEKARANG SAAT INI .
(Rp) (Rp) (Rp)__. (Rp) (Rp) (Rp) _
JUMLAH ' . —
Lolak, 3 ........... PRI
Telah dilakukan verilikasi , l’cluksum: Kegiatan
Sckreraris Desa :
, A
Coreeeieeis MU ) Co TR )
'
Setuju untuk dibayarkan ' Telah dibavar lunas
Kepala Desa, . ' : Bendahara
(cevrerrnrrrrenerieennens ) (i, )
Catatan: ' :
- Pengajuan sesuai bukti pertanggungjawaban yang ada ',

- Kode n.kenmg yang tidak digjukan tidsk perlu dicantumkan ‘
- Cara pcnglsmnnyu menggunakan buku RINCIAN BELANJA PFLAKSANA KFGI/\TAN
- Saat pengajuan dilampirkan SPP schelumnya ) '

b

4
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :  TAHUN 2017 . ’ )
TANGGAL -
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Kodc Rekening [ | Kode Rekening Pendapatan dan Belanja
i |
| Bidange 1 | PENDAPATAN
1 BBidang Penyelengearaan Pemernintahan = i { Pendapatan Asli Desa
i 1 Pembavaran Penghastlan Tetap dan Tumangan | 1 l Hasil Usaha -
1 2 Operasional Perkantoran 1 ] 2 Swadava, Partisipasi
1 |3 Operasional BPD 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa vang sah
1 4 Operasional RT/RW
) | 2 Pandapatan Transfer
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan z - 1 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi dacrah kabupaten/kota
2 1 Perbaikan Saluran Irigasi s 1 2 2 Alokasi Dana Desa
2 2 Peneaspalan jalan Desa =" 1 2 3 Bantuan Keuancan
2 L L |2 1 Bantuan Provinsi
} { 2- 13 Bantuan Kabupaten/Kota
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -
3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1 3 3 Pendapatan ‘Lain-Lain
3 2 Kegiatan . ... ... ..o« 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dan pihak ketiga vang tidak mengikat
-~ 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa vang sah
4 ‘Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan -
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa danPerangkat 2 Belaaja
Kegiatan ... I 2 Belanja Pegawai
211 ] Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
> Bidang Tak Terduga 2 i 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
> 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 1 3 Tunjangan BPD
2 2 Belanija Barang
2 2 | Upah Kerja
- 2 2 2 Honor
2 2 3 Alat Tulis Kantor




Benda Pos

Pakalan Dinas dan Atribut

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

O[R[N |nih~

Pemeliharaan

Alr, Listrk, dan Telepon

11

Penggandaan

12

Komsumsi Rapat

13

Bahan Pelatihan
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14

Obat-obatan

Sewa

Belanja Modal

Komputer

Meja dan Kursi

Mesin TIK

Semen

Material

Aspal

Pasir
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PEMBIAYAAN.

Penerimaan Pembiavaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

wilw]wlwl|w

[y P U

Hasil Kekavaan Desa Yang dipisahkan

W

Pengeluaran Pembiavaan

("3

Pembentukan Dang Cadangan

w

Penvertaan Modal Desa




